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BUPATJ LAMA5DAU
PROV1WSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DUPATI LAMANDAll
NOMOR ^ TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PEMBEK1AN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

YANG BERSUMBER DARI ANCXJARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN KAHMATTUHAN VANG MAHA ESA

Menimbung

Mengingat

DUPATI LAMANDAU.
bahw« unt.uk melaksanakan kctcntUiui DAD II.D.2 huruf e angka
91 dan buruffangka 19) Lampiran Peraturan Menieri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pcngclolaan
Keuangan Daerah, purlu menetupkan Peraturan Bupat: tenEang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Social ysng Bersumftifer
dan Anggamn Pendspatan dan Beianja Daerah;

1. Pasal IS Ayat f6| Und&ng-Urdang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2(>02 tentang Pembentukan
Kabupaien Katingan. Kabupaten Senjyan. Kabupaten
Sukamara, Rahupmen Ijjmandau, Kflijupaten Gumma Mas,
Kabupaten Pulang Pisan. Kabupaten Murung Raya dan
Kfthupaltm Barito Titnur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor IS,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 ISO) ;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuari&an
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambahan Lemlwr&n Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4 Unhang-Undang NomOr 23 Tahun 2014 tentang PemerinLahan
Dacrah (Lembamn Negarn Republik Sndonesia Tahun 2Ql -i
Nomor 244, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia
Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah rerakhsr
dengan Peraturan Piemermtah Penggam.i Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 temang Cipta. Kejja (l̂ mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor 6841):

5. Peraturan FTmerintah Nomor 2 Tahun 2012 leniang Hibah
Daerah (Ixmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan [,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

6 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 L9 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322)’.

Ptrmrat
Ftrat^
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Menetapkan

7 . Peraturan Menteri Da la in Negeri Nonor 77 Tahun 2020 teutong
Pfcdhmari Teknis PengeJolnan Kcuangan Daerah (Berita Negara
RepubJik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781];

6. l^raturan Daerah kabu paten Lamandau Momor 1 Tahun 2022
ten rang Pengelolaan Keuangan Daerah |Lera baron Uaerab
Kabu paten [ jimandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan
Lembaran Darrah Kabu paten LanJandau Nomor 255)|

MEMUTUSKAN:

: FERATURAN BUPATl TENTANG PEDGMAN PE MBERTAN HTBAH
DAN BANTUAN SOS EAh VANC BERSUMBER DARE ANGGARAN
PENDAi’ATAN DAN BE LANJA DAERAH.

BAB J
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalatn Pei’atursn Bupati ini yang dirnakBtid dengan:
1 , Darrah adalah Kahupaten Lamandau .
2, pcmtrintahan Daetflh adalah penyelenggaraan urusan

pemcrintahan o(eh pemerintah dacrah dan Ddwan
Perwdkilan Rakyat Daerah men urut asas otonomi dan tugas
pern bantuan dcngEtn prlnsip otonomi seluas-luafcnyfl dalatn
sistem dan prinsip Negara Keaatuan Repub]ik Indonesia
sebfte^imana dtmaksud dalam Unhang- Undang Dasar
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945.

3, Fcmrrintah Daerah adalah kcpaJa d &erah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerab yang memimpin
pelaksanaan unison pemerintahan yang menyadi
kewenangan dacrah otonorrt .

4 , BupelE adalah Bupati Lamandau .
5, Sekmuria Daerah adalah Seknetaris Dae rah Kabu paten

Larnandau,

6„ Dewan J?erwaldLaii R akyai Daerah yang selanjn mya d isingkat
DPRD adalah Derw&n Ffruakilan Rakyat Darrah Kabupaten
Larnandau .

7. Hibah adalah bantuan berupa uang, barang dait /atau jasa
dari PeitiSrimah Daerah kepftda pemerintah pusat..
Pemerintah Daerah lain, badan USaha tnitik negara/Badan
Usaha Milik Daerah, Badan , Lembaga dan organisasi
kemaavajakatan vang berbadan hukum Indonesia , yang
seoara" spesifik telah ditetapkan peruntuJamnyaf bersife,!
lidak wajiti dan lidak mengikat, serta tidak aecara terns
menerus vang beriujuan untuk menunjang peningkaian
pcuyelenggfli'aan uruaan pemerintahan yang rnenjjirti
kew^nangan Daerah seetiai dengan ketentuan peraturan
perundang- u tidahgan-

8 . Bantuan Social adalah pembertan bantuan berupa
uang/barang dari Penierinrsh Daerah k<;pada mdiyidu,
keluarga, kelompok dan /atau masyarakat yang siffttnya
tidak oepara lerus menerus dan selektii" yang lieitujuan
untuk mclindungi dari kemungkinan terjadinya refitkososlab
kecnali da]am keadaan tertenlu dapat berkeianjutan .

Ferano&rig
m UU .
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9 . Resiko Sosial adalah kejadian atau perisliwa yang clftpaJ

menimbulkan porensi terjadinya kerentanan. sosial yang
dilanggung oleh individu, keluarga. kclompuk dan /aiau
masyarakat sebagai riampak dari krisis sosial , Crisis
ekonomi, krisis potitik, t'enomena alam > atau bencana alam
yang jika tidak diberikan betanja Bantuan Social akan
serttakin terptiruk dan tidak dapat hldup dalam knndisi
wajar.

10. Badan adalah sckumpulan ornng dan /atau modal yang
merit pakan kesatuan , baik yang meUkukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha yang tneliputi perse roan
terbatas, persenoan komanditcr, perseroan lainnya, badan
nsaha milik negara atau badan LLsaha milik da^vah dengan
nama dan dalam bentuk apa pun. firtna, kortgsi , koperasi,
dana penai tin. persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massaf organisasi sosittl polirik, atari orgpnisasi
lainnva, lembaga dan bentuk badan lainnya terniasuk
kontrak invesrasi kolektif dan bentuk ussha feiap.

11. Orggnisasi Kemasyarakalan adalftb organ tsasi yang
didirikan dan dibentuk oleb m &syat'flkat secant sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi , kchendak, kebuEuhan.
kepentingan1 kegtatan. dan tujuan untuk herparrisipasL
daEam pemhangunun demi rercapamya tujuan Negara
Kesatuan Kepublik Indonesia yang Uerdasarkan Pancasila .

12 . Saiuan kerja Perangkat Daei-ah yang selaniutnya disingkat
5KPD aria tab unsur pembantu Bupati dsn Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penytileriggaraan urusan
Penmen ntahan yang menjadi kcwenang&n Daerah.

13. Anggaran Pendaptttan dan Belanja Daerah yang sdanjutriys
disingkat APBD adalah reneana keuangan tabunan
Pemcrimahan Daerah yang CL bahas dan dtfletujui bersama
oltrh Pemtrrintah Daerah dan Devvan Pcr^akilan Rakyat
DaeraJt yang ditetapkart dengan peraturan daerah.

14. Satuan Keija PengeLola Keuangan Daerah yang selanjutnya
dismgkaL SKPKD adaJah unsur penunjang Urusan
Pemerintahan pada l-̂ merintahan Daerah yang
meSaks&nakan E^ngelotaan Keuangan Daerah .

15 Pejabsd Ferigelols Keuangan Daerah >ang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mernpunvfti
tugas mclakSHUakan pengelolaan APBD dan berbndak
sebagai betidahara umum daerah .

16. 'rim Angganm Pert ie ri n la h Daerah vang srla riju i nya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan kepumsan Bupati
yang mempunyai lugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijjakan Bupati dalam rangka penyusunan APJ3D yang
anggotanya tsMiriikd pejabat perencana daernh. PPKD dflti
peiabat lainnya sesuftt dengan kebutuhan.

17. Rcncana Kerja dan Anggaran SKPD yang selAnjutnya
dismgkHi RkA 3KPD adalah dokumen yang memuai renrana
pendapatan dan beianja SKPD aiftu dokumen yang memia&t
rencana penriapatan belanja dan pembiayaan SKPD yang
meiaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai da ^ar penyusunan raneangan APBD-

18, Dokumeri Pelaksanann Anggaran SKPD yang seEanjutnya
disingkat DPA-SKPD adalah dokumeri yang memuflt

Per UU .

ipg PerRliirail fcahins l -Uikum
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ftsisr^n 1 Sekrel&ti ^ [ t̂ r'rah

i - 1l



- 4 -

pendapatan dan bclanja SKPD atau dokimnen yang memuat
penda pa tan r betanja dan pembiayaan SKPD yang
metfiLksanakAn kings! bendahara umgm daerah yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oJeh
pcngguna anggaran.

19 Kcbijakan Urn urn APBD yang selanjutnya disingkat KUA
nrialflh dokumcn yang memuar kebijakan bidang
penctapalan, l>elanjar dan pembiayaan serta astimsi yang
mendasarinya untuk pcriode 1 (saml iahun .

20, Priori tas dan Plafon Anggaran Scmentara yang selanjutnya
distngkat PPAS adaJah program priontas dart batas maksnnal
anggttran yAng dlbeiikan kepada perangkat Daerah untuk
sotiap Program dan kegiatan sebagai acuan riaJam
penyusunatl RKA-SKPD.

21 , PenggUna Anggamn yang selanjutnya disingkat PA adAEah
pejabat pemcgang kcu- cnangan penggunaan anggpran untuk
melflksmnakfln rugaa dan fungsi SKPD yang dipimpimiya.

22, Nasfcah Perjanjtan Klbah Daerah yang seLanju thy£ disingkfir
NPHD adalah naskah peTjAnjian hibah yang bersumber dan
AEJBD aniara Pemerintah Daerah dan penerima Hibah.

BAB II
HEBAH

Bagian Kesatu
Umum

PasaJ 2

( IJ Pemeiimtah Daerah dapat memberikan hibah SCSUAI

kemampuan keuangan Daerah.

[ 2 \ Pcmbcrian hibah sebagaimana ditrt&ksud pada ayat ( 1 ),
dilakukan sctclah memprioritaskan pemtnuhan belanja
urusan pemerintahan wajib dan belatija urusan
pemerintahan pilihan.

{31 Pcmberian hibah sebagaimana tlimaksud pada ayat ( 1 )
ditujukan untuk menunjang pencapfti& n sasaran . program ,
kegiaUni dan sub kegiatan Pernerintab Daerah scsu&i
kepentingan Daerah daEam mendukung terselenggaranya
futigsi ^merintahan , ptmbftngunan dan ketnaayamkatan
dengan memperhankan :
a . asas kcadikvn;
h . asas kepAtutau;
c . asas rasiunalitas: dan
d. asas manfaal unluk masyarakat.

PasaJ 3

( IJ Anas keadilan sebagaimsnrt dimaksud daJam Pssa] '2 ayat
(3) huruf a. yaitu memenuhi keseimbangan disiribusi
p^mbpnsn hibah .

( 2) ASHA kep&t.utan sebagaimanA dimaksud dalam PasaJ 2 ayat
|3J huruf bf yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan
secara layak dan wajar serta proportion A].

Pierancn/i
Per UU

3, Psrrjl u ran Kabflg ydlftni
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Aaistcn i Sckretaria Dflttfmh
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[3} Asias rasLcnalitas sebagaimana dimaksitd dalam Pasa.1 2 ayat

(3) hufui' c, yaitu pembeiian hibah hams- dapat dmalar dan
diteriirta o3eh aktil pikiran.

|4| Asas manfaat untuk masyarakat Mbagaimana dfmakBUd
da lam Pasal 2 ayat (3) huruf d , yaitu pemberian hibah
diutamakan untuk pcmenubait kebutuhau masydrakat.

Pasal 4

11 ; Hibah dapai berupa:
R . Rang;
b. barang; atau
c. |asa.

(2 ) Hi hah berupa ha rang sebagaimana dlmakinid pada ayat il )
hurul' br dapaE berhentuk:
a, barang habi& pakak dan
b. barang modal yangdinilai dcngan uang.

(3) Hibah berupa jasa snbagaimans dimakwud pada ayat (1)
huiTif c , dapat berbentuk:
0 . bantuan teknis;
b , pendidikan ;
c, pdatiliatt;
d . penelitian;
e. tenaga ahli; dan
fr jasa lainnya yang dinitaj dengan Liang-

(4| Penggunaan dana hibah berupa Uflng dilarang untuk
mcmbiayai honorarium pcngelola /pengurus keouali
ditentukan Is in sesuai ketentuan pcraturan perundang-

undangitm .

Pasal 5

Hibfth da pat diberiltan kepadtr
a Pcmerintah Pusar;
b. Pemerintah CJaErah lain:
c. foadan usaha milik negara .
d . badan usaha milik dasrah;
e. Badan dan Jembaga:
f. Organ i &asi Kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia;; dan /atau
g. partfti poiitik.

Pasal 6

( l| Hibah kepada Pemtrlntab Pusat Scbogaimarm dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a* sehagai berikut:
a. dibcrikan kepada satnan kcrja dan Icementerian /

lemhaga pemcrinlah non kememcrian yang wilayah
keijanya berada dftlfltn wilavah Daer&h;

b. d iiarang tu mpu ng und Lb pendanasn nya denga n anggaran
pendapatan dftn Ijelanja negara sreuai dengan per&turan
perundang-undangan;

c. unit krija pEidii Kemcn tn-ia n Dalam Negrn yang
membidangi urusari pnnerinlahan di bidang
administraai kependudukan dapat memperoleh Hibah
dari Femeiiniah Daerah untuk penycdiaan blanko kartu
tarda petiduduk elekrnmik ; dan

PMSflrajft Pcraturan
P^rUli IL

Kabng 3 f f ftsisrcn i SckrtLftiLa Dficrflji
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( 2] Hibah sebagaimana dimaksud paria ayat ( 1 J hanya dapal

diberikan \ (satu) kali dalam tahun htrkenaatt ,

(3] Picnyediaan setiap kcping blartgko kariu taneJa pentluciuk
elektronik sebaggimana dimaksud pad a ayat {11 huruf c,
hanya dklanai dari 1 (oatu| sura her dana yaitu Hi bah dari
APBD aiau anggaran ptndaptUan dan betanja negara.

HI Hibah kepada Ptmermtah Dnei^th Lain sebagaunana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah
otonomi haru ha ail pemekaran daerah seeuai dengan
kcleniu&n peraturan perundang- undangan .

{5f Hibah kepada badttn useha miltk negara sebagairnarta
dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka
untuk meningkalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan kecentuan peraturan perundang-undangan.

[fi| Hibah kepada badan usaha milik daerah sehagaimana
dimakaud dalam J’&sal 5 huruf d. diberikan untuk
meneruskan hibah yang diterima ]Jernerintah Daerah dari
Pcmcrintah Pusat sesuai dengan ketentuan peratutiut
perundang'undangan dan tidftk dapal diberikan dalam
bentuk ha rang ketuali uang atau jasa

(7) Hibah kepada Badan dan Sembaga sftb&gflmiana demaksud
dalam Pasal 5 huruf eH da pat diberikan kepada Badan dan
lembagft ;

a. yang herstfal nirlaba, suksrda dan ftOotal yang dibentuk
berdasarkftrt peraturan perundang-undangan dan
memiliki atirat keierangan cerdaftaT yang diierbirkan nieh
Bupati atau pejabat yang ditunjukj

b. yang bersifat soaial ke m&syarakat atau berupa k^lompok
masyarakat/ k esa r uan-kesatuan ttiasyaraket hukum
adat sepanjang mfi&ih bid up dan sesuai dengan.

perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui
oieh Pemerintah Pusat dan /atau Pemerintah Daerail

c. koperasi yang didirik&n berdasarkan ketentuan
jieraturan perundang-undangan dan mcmenuhi kriteria
yang dinetapkan oleli Pemertntah Daerah sesuai dengan
knvenapgannya .

iS) Hibah kepada Badan dsn lembaga sebagaimanu dimaksud
dalam Pasal r> huruf er dapat diberikan dengan persyaratan
paling sedikit :
a . memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah,
b. memiliki surat ket.enangan domiteiH dari Lurah / Kepaia

Desa sett-mpat; dan
c. berked udukan dalam wilayah adminiarrasi Pemerintah

Daerah dan / atAV Radan dan lembaga yang
berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah
Daerah untuk menuitfang pencapaian saaaran program ,
kegifltan dan sub kegialan Pemerintah Daerah

(9} Hi bail kepada Or&am &asi Kemasyarakatan }ang beibadan
hukum Indonesia sebaguimane dimaksud dalam Pasai 5
huruf 1"

, diberikan kepada Ongi& nisaBi KemasvHrHknlan
dengan {criteria meliputi:
a. ielah lerdaftar pada kcitienteiian yang membidangi

uru$&n hukum dan halt ssasl manusia ;

Per UU
; P̂ Ffsturan Aqastea 3 Sckrclflris Daerah
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b. berkedudukan dalam wjlayah administrasi Pemerintah

Dacrah ; dan
c. memiliki sekretariat teEnp d] L>aerah.

110) Hi bah keypads partai pwhtik sebagaimana dimakaud da I am
Pasal 5 huruf g, bcrupa bantuan kcuangan krpada purtai
pohlik yang mendapatkan ktirsi di DPRD fteauai dengan
ketentuan pemturan perundang-undangan.

Pasai 7

Rclanja hibah harus memcnuhi kritrrra mcliputi :
a. perun tu kan nva secara spesiilk teiah ditetapkan;
b bersifat tidak wajib, tidaJi mengikat ;
c.. tidak teius menerus seriap Tahun auggaran , kecuaEL:

1. kepada pemerinfah pusal dalam rangka mendukung
pcnyclcnggaraan Pcmcrintaban Datrah sepanjang tidak
lurn pang tindih pendanaannya dengan Anggaran
J-'endapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan
ptrmuran p£truni(lng-undanffirt;

2. Radan clan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah
alau pemcnntah daerah aesuai dengan kewena_nga_nnv&
ber-da&arkttn ketenliian j>eraturan perundang undangan -,

3. partai politik; dan/alau
4. ditenlukan lain olch pcratUran perUndang-Undflngflrt ;

d . member kan nilat manfaat bagi Pemcrintab Dacruh dalam
mendukung tt-rselenggaranya fungat pemerintahan .
pcmbangunan dan kqthasyarakatan,

e memenuh: persyaraitm penerima hibah,

Bagian Ktdua
Pengunggaran

Pi&sai 3

[ ]} Penea' jima Hibah sebagaimana dimakaud daiam PasaJ 5
menjampaikan usulon hibah secara tertulis kepada Bupati,

[2| Bupad memmjuk SKPD terkait untuk melakukan venfikasi
u &uian Hi bah sehasaimana dimak&ud pada ayat ( 1 ) .

(3) Pemjnjukan SKPD aebagaimarn* ditnaksud pada ayai ( 2)
diaesuaikan dengan tugas dan fungai SKPD, kecuali
ditentukan lain &esuai ketentuan peratuTan perundang
undangan.

(4) Ueulan hibab ae^ara tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling aedikif memuat:
a. !amr belakangh berisi Uraian Temang gambaran urnurn

mengenai fakta-fakta flan permasalahan-permastdahari
yang melatarbelakangi diajuk&nnya usulan hibah:

b. maksud dan tujuan, berisi uraian [emang maksud dan
lujuan diajukannya usulan hibaEi kepsrfa Bupati;

c . benluk krgiatan, berisi uraian lentftng kegiatan yang
nkan dikhsanakan;

d . jad âl peliiksHnaan kegiatan. !X'TLKL uraian tentang
waklu dan tempat pelaksanaan kegiatan: dan

f . jenis dan jumlah uang, liarang atau jasa yang dimohon,
Ijerifii uraian tentang Jen is dfln jumlah uang , barangatau
jaua yang rtimohonkan kepada Bupati.

PienaxLcd
Per UU '

hg. PcrSttu rtu:i kr'shiig tKik&ni /v^Eaie î i Sckrctaris Diifictlh
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(5) Verifikasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
[2) r berupa rekomendasi yang dijadikan dasar pcnganEgaran
aesurtE dengan akaLa prioritas dan Itemampuan keuangan
dacrah pada SKPD lerkait pada program, kegiatan , sub
kegiaran sesuai riengan tugas dan fungsi SKPD terkait .

< 6) Relanja hi bah yang bukan merupakan urusan dan
kcwcnansan pcmcrintah fiaeraii aesuai dengan ketentuan
peraturan pt-’rundang-uttdan &an yang bent muan untuk
menunjang pencapai&n sasarati program, kegiaran dan sub
kegiatan pemeTimah d&cmh, dianggEirkan pada perangkat
daerahyang melaksanakan urusan p£rnerintahem umiim*

(7 f TAPD mem ben kart pertimbangan terkait pagu mriikadf SKPD
iK-irlas^ rkan ska La prioricas dan kemampuan kcuangau
daerah.

Pdsal 9

(1) Rekomendast kcpala SKPD dan pertsmbangan TAPD
attbagaimanA dim&ksud da1am Rasa] S ayat (5) dan ayat ( 7)
menjadi dasar pencantum&n afokasi anggaran Hi bah dalam
rancangan rencana kerja SKPD dan rencsna kerja perangkat
daerah.

( 2) I 'encanI u man atokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
avat [ l|r meliputi anggaran hibab berupa:
a. uang; dan
b. ha rang atau jasa.

(3) Hibab berupa uang, barsrig atau jasa sebagaimanA
etimaksud pada ayat {2 ) dicantumkan dalam RKA -SKPD.

[4 f RKA-SKPD eebagaimona dimaksud padA ayat (3f menjadi
dasar pcnganggaran [ libah dalam APBD scsuai deng^n
ketentuan peraturan perunrtang- undangan .

Pasat 10

(1 ) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud da]am Rasa] 9
ayat [ 2 ) h u ru f a , diauggA rk an data m kelompuk bel&i ijA H i ball .

obyek belanja Hi ball , dan rincian obyek beianja Hibab pad a
program , kegiatan, dan sub kegiatan SKPD terkait.

{ 2} Objek beianja l -lihab dan rincian obyek bel&nja Hibah pada
program. kcgiatAu <\$n sub kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) mekputi:
a. Hemerintah PtLSAt;
b. Pemerintah DaerAh Lain;
C- badan usaha milik ncgAra atau badan usaha milik

daerah;
d . Badan , IcmbagA: dan Organisasi Kemasyarakatan yang

berbadan htlkum Indonesia; dan /atau
e. partai pohtifc

|3'| Hibab berupa barang atsu jasa sebagaimana dimaksud
dalam 9 ayal ( 2) humf b> dianggArkan dalam kdompok
beEanjayangdifoririulaaikan kedalam program, kegiatan dan
sub kegiafnn. yang diuimken dalam jenis helanja ha rang
atau jasa, ohyek belanja Hibah l>arang atau jaK« n dan
nncian obyek belanja hiljali banang atrtu iasa yang
diaerahkan penertma Hibab melalui SKPQ terkait.

P e r f t t i e s i r j
P r r U U J

b P»r r a l u r a i i l y e l S p r n A s J s i e r t i Daerah
K- n — - X
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Pasal 1 I

Relanja. hibah yangbukan merupakan artisan clan kewenangan
Fsmenntah Daenah sesuai dengan ketentuan peratur&n
perundang- uridangan yang bertiyuan untuk menunjang
pcncepaian saflarsn program, kegiatan dan sub kegiatan
PemCTintah Daergh. dianggarkan pada SKPD yang
mdaksanakttn urusan pemeririi&han ntnpnt sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-uudangart ,

Bagian ketiga
PdaksanaaTi dan Penathusahaan

Fasai 12

\1 ) Rdttnjft h i bah berupa usng , barang atau jasa d icantumkan
dalam usutan anggarafi SKPD .

12) Us'Jlan angg&ran SKFl'J sebagatmana dimaksud pada ayat
( 1 ) menjadi dasar pen g&nggaran bdanja Hibah dalam DPA-
SKPD sesuai ketentuan peraturan pernndang- undangan.

Pasal !3

l If Bupali iTinnorspkaii penerima Hibah beaerta besaran uang,
barang atau jaaa yang akan dihibahkan dengan Keputu&an
Bupaii .

(2 ) Penctapan pen prim a Hibab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1 ) menjadi dasar penyaMran/panyenahan hibab.

(3) Penyaluran / penyerahan Hiliah sebagaimana dimaksud pad ^
aval (2) diiakukan setelah pcnandatflngflnan NE?HD.

(4) Fenyaluran Hibah dalam bcntuk uang diiakukan dengan
pemindahbukuan dari Rekening kas umum daerah kc
rckening penerima Hibah.

(5) Re nyal u ran bibah her u pa ua ng sebagaimana cl i makaiJ d pada
ayat (4J da pat diiakukan sukaligus srau secara bertahflp.

16] Renyaluran Hibah dalam bentuk uang kepsda penerima
hibah diiakukan dengan rara pembayaran langsung.

[7\ Penyerahun hibah herupa barang atau jans kepada penerima
hibah diiakukan actdkh mdalui pengadaun bamng/ jasa
penierintah sesuai dengan ketentuan peraturan pcruddang-
undangaPr

(3) Pcnycrahan hibah dalam bentuk uang, bartmg atau jasa
dituangkan daJam herita acana serah tcrima uang/ barang/

i ]asal 1 4

( If Ptnyahiran Hibah kepada Badan dan lembaga hern pa uang
duajukan oleh [ jeneriina hibab kepada Rtipati melalui Kepala
SkPD terkait dilengkapi dengan perayamtan hagai berikui:
a . surat pcrmohutian pencairan dari penerima ;
b remans anggaran biaya sesuai dengan brw n uang

vang telah ditetapkan;
c. fotokopi k&rm c&nda pend uduk yang masih berlaku aras

Pferanc . ft
: Per UU [ig P-p-raUirsm k^dhiiR tjukum Aftisirn 1 SckrtfLiu is Dacrali

— jb — T-j : s.
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nama ketua dan bendahara atau sebutan tain ;
d. fotokopi rekening atas nama ]rt3ltt.nai / Eia{1an / )eimhsgft;
e. ku i ransi bermeterai c u k u p, dita ndatarigan i dan diStempcl

Oleh pifflpinan instami/ Badan/ lembaga;
f. NPHD; dan
g. pakta integritas.

(2| Penyaluran Hi bah kepodft Organise* kemasyarakatan
berupa Liang daajukan oleh pcncrima hLhah kepada Bupati
melalui Kepala SKPD terkait dilengtcapi dengan persyaratan
aebagai berikurb
a. surat pcrmcjhcinftn pencairan dan psnen.ma;
b. usulan teituiis peimohonan Hi bah;
C. NPHD;
d . JinnkopL kartti tanda penduduk yang masih berlaku atas

nama ketua dan bendahara atau Mbll tan lain;
e. fotokopi retailing afas nama Grganitsaai

Kcmasyaraka tan;
f. nomor pokok wajib pajak Organ isasi Kemasya rakaian;
g. kuitansi bermeterai cukupH ditandatangani dan distempel

oleh pimpinan Organ isasi Kemasyarakataxi ; dan
h . pakta integritas.

(3) Penyaluran hibab keuangan kepada Partai Pohtik berupa
uang dilaks& n & kan sesuat dengan ketentunrt peramran
penmdang-undangajn.

[41 f ^enyerahan hibah benJ pa barang atau jasa diajukan oleh
penerima hihfih kepada Bupati melalui kepala SK.PD terkait
ditengkapi tlengan persyaratan sebagfd Ijerikut :
a. berita acana scr&h terima ;
b. fotokopi kaitu tanda penduduk pimpinan / instansi /

Badan / lentbaga /Organisasi Kemaayarakatati;
c. NPHD; dan
d . Pakla Integritas dan penerima hibah yang menyatakan

tnlrwfL hibah yang diterima aksn digunakan seauai
dengan NPFID dan ketentuan per&turan pemndang-
undangan ,

Pasal 15

[ IJ Sefiap pemberian Hibab dituangkan dalam NPHD yang
ditandatangani bersaina oleh Kepala 5kPD terkait dan
penerima Hi bah dan wajjb diketahui oleh Bupftti ,

(2) NPHD sebagaimana thmaksud pada ayat ( L ) paling sedikit
mcmual ketentuan mcngcn &i:
a. pemheri dan nfcneritna Hibah ;
b. besaran Hibah;
c. tujufin pemberian Hibab;
d . hak dan kewfy than;
e. Eatu cam penyaluran Hi bah; dan
f. tata cana pelapuran Hibah.

13) Pembuatan NPHD dilnkukan oleh 3KPD terkait adaku
Penggima. Anggaran .

^ 4] kepala SKPD terkaii sebagaimann dimaksud pada ftyfli (3)
bertanggungjawfjb atas isi muteri /Kubstansi NPHD.

15} NPHD setiag^imana dirnaksud pada ayat ^3) dibuat dnlam 4
jr-mparl rangkap, terdiri aras;

rVnfln^a
r*rr UU

aii; Pcimlu mn
X\

I h^rym Ast&Trn 1 Sekfrcarls DJirrah
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a. 2 Idua} rangkap bermeterai cukup: dan
b- 2 ftlim) rangkap tan pa mctcrai

(fif Format NPHD tertantum rtalam Lampiran ] yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keempat
Pdaporsn dan 1’ertanggungjawaban

l^asal 16

Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan
penggunaan Hibah kepada Bupali melalui SXPD terkfiit

Pawl 17

MJ Hibah berupa Liang dicatat sebagai realisasi jenis belanja
Hibah padaSKPR terkaif Cla larn tabun anggaran berkenaan .

(3) Hihall hernpa b a r a t i g atau jasa diratat .sebagai realisasi objek
bdanja hibah pads jenis helanja barsng atau jasa dalam
program, kegiatan dan aub kcgtalan pads, SKPD terkait.

Pasal 18

Ptrtanggungf &waban Eienterintah Daerah atas pembenan Hibah
melipmi;
a, ueulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
b keputusan Bupati tcnlang penetapan penerima hiban,
t. NP1 TD;
d , pr-jkta integntaa dari penerima htbah yang menyatakAn

bahwa Hibah yang diberirna akan digunakan aesuai dengan
NPHD dan ketentuan perm ti ran perundang- undangam

e. bukti transfer uang atas penyaluran Hibah hem pa uang; dan
i. befita acara serah terima uang/bararig /jasa .

J ’asal 1.H

111 Penerima Hibah hempa Liang dan bare_ng benanggungiawab
secara formal dan material atas pengEUnaan Hibah yang
diterinianya,

\2\ PertanggunEiawaijATi penerima hibah berupa Liang
sebagaimana dimaksud i>ada ayat ( 1|metiputi:
a . La para n penggunaan hibah;
b. sural pemyalaan tanggung jawab muflak dari [>enerima

hibah yang menyatakan bahwa hibah yang rti terima telah
digutiakan sesuai dengan NPHD dan ketentuan
peraturan perundangamundangan; dan

c. bukti peigelilarfln yang lengkap dan sab sesuai dengan
ketentuan peraturan peruridang-undangan.

j3) Perfanggungjawaban penerima hibah berupa barang
sebagaimana riimaksud pada ayfd (1 ) meliputi:
a. suc'at pernyatann tsnggung jawab muilak dari penerima

hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima
telab d- igunakan sesuai dengan N P l I D dan ketentuan
peratumn perundangan-undungAri;

b- salinan bukti serah terima twrang/ jasa bagi penerima
hibah tiempa barang fitau jastn dan

c. surat pernyataan kesanggupan menyimpan dan
Frranr.iJjig I'-craLumii
Per uylrl Kabstfi lELiyum i\sLaltj]j I

jTk.

Sta knetarLs Docroh
(L

i ' .z. - 2*r (L
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memelihara harang hihah yang telah dlterima.
|
'4 J Pertanggungjawaban sebagaimana diinaksud pada aval ( 2)

huruf a , dan huruf bf disampaikan kepada Bupati paling
laiti >KU tanggrd 10 Januan tahun anggaran benkutnya,

kecuali ditentukan lain oleh Bupasi ,

|5f Pcrtanggungjawaban aebagaimana dirnaksud pads, ayat [ 2 )
huruf C tharstpkan dan didukumentasLkan oleh ShPD terkmt.

J’asal 20

0 ] Rtfdisasi Hibah dicantumkan pado laporan keyangan
Pem r̂intah Daerah tialain lahun anggaran berkcnaan .

\2 ) Hihah berupa barang aiau jasa yang bdum diserahkan
kepada penerima Hibah sampai dengar akhir bulan tahun
anggaran berkenaan dilaporkan setjagai parsediaan dalam
neraca.

BAB m
BANTUAN SOSIAl.

Dagian Ktsalu
Umum

Fasal 2 3

( 1 ) Femerintah Daerah dapat meiriberikan bantuan social
kepada individu , keluarga , kelompok dan/stau magyarakat
sesuai kemainpLiflu keuangan Dafirah.

(2) Bantuan ^nsiLa] sebagaimana dimaksud pads aval ( l ) dapat
berupa uang dan /atau barang.

(3) Pemberian bantu Bn aosial sebagaimana dimaksud pada aya T
|T|, dilakukan inelalut belan ja bant nan oosial yang
dianggarkan dalam APBD sesuai dengjan kentampuon
keuangan Daerah secelah memprioritaskan pemenuhan
belanja uruaan pemerintahan wejib dan urusan
penaerintilhan pilihan. kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketcntLian peraturan pcTundang-undangJtn.

PasaJ 22

Anggota/ktlompok masyarakat sebagaiffiftna dimaksud dalam
Pasal 21 ayat ( 1 } meliputi:
a. individu, keluarga.f kelompak dan /atau masyarakat yang

mengaiami risLko sosial; ntau
b. lemhaga non pernerint&han hidang pendidikan r keagamaan,

dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu ,
kelompokr dan /atau masyarakat yang mengaiami lieadaan
yang tidak stabii sehagai dampak risiko sosia].

Pasai 23

Bantuan Sosial berupa uang kepada individun ketuarga;
kelompok dan /atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 22 huruf a. berupa bantuan yarng direreanakan dan yang
tidak da put dsrencanakan sebelumnya.

Prranca
Per UU

riK Ftramran AassTen l Sekrcfcaris Dajeraii
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Bagian Kedua
Bantuan Sosial yang Direncanakan

Pasal 24

I' I ) Bantuan sosial yang direncanakftji stbagaimana dimaksud
dfllam Pasftl 23 dialokasiknn kepada individu keluarga .
kclompok dan /amu masyaraltat yang sudah joltjs mrna,

alamat penerima dan besarannya psda saar penyusumn
APBD.

(2 ) Bantuan sosial yang direncanakan sehagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ) bendfisarkan usulatt dan talon penerima
dan /ata u atas usulan Kepala SKPD.

[3| Penga nggara n bclanja sosial yan& direncanakan dianggarkan
pads SKPD terkaii dan dirinci men unit objek , rincian objek
dan sub rincian objek pads program , kegtatan dan sub
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Bagian Kctiga
Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat

Direncanakan Sebelumnya

PasaJ 25

| ]| Bantuan soaial yang t.idak rtapal direncanakan seheJumnye
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dialokasikan untuk
kcbutulmn akibat Rcsiko Sosial yang tidak dapat
diperkirakan padft saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannyo akan menimbulkan Resiko Sosial
yang lebdi t>esar bagi individu dan /atau keluarga yang
bersangkutan.

{2] Bantuan soaia!yang tidak dapat direncanakan sebagaimana
dimaksud pada ayait (1) diperuntukkan bagt :
a . individu , keluarga. kelnmpok dan /atari masyarakat

tcrlanrar;
b. individu. keluarga, kclompok dan /atau masyarakat

rniskm dan/atau rentan miskin sesuai dengan data
terpadu kesejabteraan sosial;

c. individu , keluarga, kelompok dan / atau masyarakat yang
tidak Lermasuk dalam data terpadu kesejabteraan sosial
yang memenuhi kritena keluarga miskin dan rentan
niLskin vang mengalaniL kesulitan dalam pemenuhan
kebutuhan dibuktifean dengan surat keterangan tidak
mfttnpu dari pemermtah desa / kelurahan; dan

d. individu dan /atau keluarga fcorban hencam nlftm
dan/atau non alam.

|3| E -’agu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pndaayat
( 1 ) ttdak mclcbihi pagu alokasi anggiiran l^antuan sosial yang
direncanakan .

(41 Peng&nggamn bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelutnnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
dianggarkan dalam bclanja tidak lerduga.

(5| Usulan fjermintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD cerkait .

Prranf:fthfr Pcraturaii
Hr UU4]

Kabafi. HirfTftm
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Bagian Keempat

Kriteida Bantuan Sosial

Pasal 26

I I ) Bantuan sosial sebagaimnna dimaksud dolam Pasai 21 ayftt
i I ] diberikftn dengdn niemenuhi kriteria paling cjudikft;
ft. sdektif*
b. tnememihi persyaiatan sebagat penerima bantuan sosEal ;
c. beratfaf sernentara dan tidak lerus nienerus, kecuali

dalam keadann tritentu dapai berkelanjutan ; dan
d. tjesuat lujuan penegunaan.

[ 2\ SeLekid' seb&gftimana dimftksud padft ftyai ( 1 J huruf ft,
tneru patau bantuan sosial yang banya diberikan kepada
calon penermia yang ditujukan untuk melindungi dari
kcmungkinan Resiko Social.

(31 Persyaratan penerima bantuan sosial tscbagaimnna
dimaksud pada ayat [1} bumf b , mermliki identitas
kcpendudukan sesuas ketcnEuan peraturan pcrundang-
undangan.

Hr Ident.das kependudukan sebagaiannna dimaksud pada ayat
|3) di priori taakan bagi:
a. penduduk di Daerah; dan
b. bendomistli dalam wilayah administrasi Pemerintah

Daerabr
[5| Bet-sifat scrocntara dan tidak teru & menetus aebagaJmana

dimaksud pads ayat ( 1 ) huruf c, yaitu pemberian bantuan
aosial tidak wajib dan lidak harus diberikan setiap tahun
angganan, kecuali dalaim keadaan tertentu dapat
berkclftTijutan.

(61 Keadaan tertentu rfapat beTkelarijuiftn eebagaimana
dimaksud pada ayat ( 5) . dapat diberikan setiftp tahun
anggaran sampai penerima bantuan tclah iepas dari Resiko
fiosial.

(7( Pemberian Bantuan Social diberikan sesuai tujuan
penggun&BJi aeba&aimana dimaksud pads ayat (1} huruf d .
mdiputi ;
a . rehabthtasi sosial.;
b- peril ndungan sosial;
c. pemberdayaan aoslal;
d . jaminan sosiah
e. penanggulangan kemiskinan ; dan
f. penanggniangan bencana ,

Pasal 21

( 1 ) Kehabititast social uebagaimatin dimaksud dalam Pasai 2G
ftyat {7} huruf a , ditujukan untuk memulihkan dan
mengjerrtbangkttTl kttnftTrtpuan se«fcrang yang mengalami
disfungsi sosial agar dttpal mcktk suna k an igngai soaialnya
seoara wajar.

( 2) Perilndungan sosidt sehagaimana dimaksud daJam Pasal
2& ayat ( 7) huruf bH ditujukan untuk mtrnregah dan
menangam resiko dari guncangan dan kerertanan WHIHL
sescorang , ketuarga, kdompok masyarakat agar

Pertmcal
Per UU 1k
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kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi stsuai dengan
kebutuhan daŝar minimal,

(3J Pembcrdayaan susial acbagaimaiui dbnaksud dalam Pasal
26 ayal (7) huruf c, ditujukan untuk menjartikan sê eorang
atau kelompok masyarakat yang mengaJami masalah sosial
mcmpunyai dnya, sehingga mampu memenuhr kebuCuban
dasarnya.

i f| Jaminan soaia] aebagpinttmei riimaksud dalam Pa&al 26 ayat
|7] huruf dr mcrupakfrn skcma yang melcttibaga. untuk
mcnjamin penerima banluan agar dapal memenuhi
kebutuhan daear hidupnya yang layak.

( Sf FemngguWigan kenttskitlfin nebagaimena Uinta k&ud daEam
Pasal 29 aval {7) hunife. mbrupakan kehijakan, program dan
kegiatanyangdilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
masyarakat vans ddak mempunyai atau mem punyai sumbcr
macs peocahanan dan tidak da pal memenuhi kebutuhan
yang layak bagi kemanusiaan .

(&J Penanggulangan bencana aebagaimana rfimaksud rlalam
Pasal 29 ayat f7| burnt f , inert:pakan serangkaian upayayang
ditujukan untuk rehabilkasi .

Pasal 28

( 1| Bantuan Sosial dapat berupa uang dan /atau barang yang
ditcrima langsung olch pcncrima bantuan siosial -

( 2 J Bantuan Sosial berupa uang sebagaiTnana dimaksud pada
ayat ( l ) i melipuij;
A . beasiswaibagi anak miskin ;
b. yayaaan pengetola yalim piatu ;

c. nelayan miskin;
d . nia&yarakat ianjul usia;
e. teriantar;
f . cacat berat;
g. tLinjangan keaehAtan putta pulri pah lawsn yang tidak

mampu: dan
h pendidLk dan tmag* krpenrlidikan yang tidak mampu

pada. iembaga pendidikan swafita.
(3) J’endidik dan renaga kepcndidikan yang lidak mampu pada

lembaga pendidikan swasr.a sebagaimana dimaksud pttdfl
&yal [ 2\ hunjf h , harus memenuhi itriteria aebagai berikut :
a . tidak mendapatkan tunjftngan seriifikasi pjofesi;
b. penghasilan yang ditcrima per bulan kurang dari upah

minimum liabu paten ; dan
C. memenuhi kriteria keluarga miskin dan rentan miskin

yang meng^ilami kesuiitan dalam pemenuhan kebutuhan
yang dibuktikan dengan surat keierangan tidak mampu
dari pemerintah desa /kelurahan.

(4) Bantuan sosial berupa barang aebagaimana dimakaud pads
ayat ( 1 ) me![pud:
a . kendaraan nperasional untuk sekolah luar blasa ewasta;
b. masyarakat tidak mampu;
t. perahu untuk nelayan miskin:
d makanan / pnkaia n kepada y&dm piaiu / tuna sosial; dan
e. temak bagi keiompok masyarakat kurang mampu

E^cnancang Jf ^rw t uran
Per U U
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Bagian Kelima
Fenganggamn

Pasal 2*3

( Ij Anggota / kclompok masyarakat menyainpaikan usukn
lertulis atas bantuan sosial yang direncanak&n kepada
Bupati meEalui SKPD atsuai dengan urusan dan
kewcnangjannya.

( 2) RupaU TTicnunjuk SKPD terkajt unluk melakukan veriflkasi
atas Lisuian anggota / kelompok mdAyar&kaL

(3J Usulan bantuan sosLal aecara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayai ( 1 ) paling atdikit Tncmuat:
a. surat permotuman bantuan sosial ;
b. idem Lias kependuduk&n seSUai ketentuan peraturan

peru ndang- unda ngan ,

(4f SKPD terkait daJam melakukan veriilkasi sehagai ma na
dimaksud pada ayat (2 ) dapat membentuk Tim gualu^yang
ditetapkan deng^n keputusan kepaJaSKPD.

(5J Haail verifikui sebagaimana dimaksud pada ayat HJ
dituangkan daJam bentuk rekomendasi dan dibuat dalam
berirn acara,

(6\ Rekemnendasi aebagaimana dimaksud purfa ayat (5] paling
sedikit me muat.:
a . anggotft/kdtjmpok masvRrakat pcncrima banluan sosiak
br brsaran banluan yang akan diberikan.

{71 TAPD mempertimbanf'kan usulan progiiam / kegiatan/sLib
kegialan / bclanja dari SKPD berdasarkan skala prioritas dan
kemgmpuen keuangan Daerah ,

(Bl Hasil perrimlMtigan sehAgaimflna dirmksud pada aval |7)
dituangkan dalam pagu mdikaiif masmg-masipg SKPI"}, yang
disusun secara dinamtsjncnytfluajVan uhapan pembahAA&n
perencariaan dan penganggaran APE3D,

Pasa.1 30

|ij Rekomendasi kepala BKPD terkait dan pejtsmbangan TAPP>
&et>Agy.imana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) dan aval |£|
menjadi dasftr prncantuman alokasi anggaran bantuan
snsial dalam raneangan nmcana keija SKPO dan teneana
kei^a perangkat daerah .

( 2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat jl ] melipuri anggar&n bamuan ftosial berupa uang
dan /atau barang.

Pasal 31

(1 ) Damuart apsi&J berupa uang d«n /atau bating dkantumkan
dftbrn J?KA-SKPDr

[ 2 ] RKA-SKPD sebagaimttnR dimaksud pada ayat ( 1) menjadi
dasar penganggaran bantuan sosial daiam APRD sesuai
ketentuan petaluran perundangan- undangan .

KranCwi i -VrFf^ urfto
Fpf UU U

Aaiairn 1 Sckretaris Darrah

f dk r
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Pasal 32

( If Ratitusn ssoeial bentpa uang diangEarkan dajam kelompok
belanja banlnan aostal , objek belanja bantuan sosia!, dan
rincian obyek belanja bantuan so&s&t pada program,
kegiatan, dan sub kegiatan SKPD terkaii .

\ 2 \ Qljjek belanja bantuan sosia.1 dan rincian obyek belanja
bantuan social pada program, kegiatan, dan sub kegiatan
sebaga[matin dimskaud pada ayat ( If meHputjt
a, inrUviilu , kduargft, kelompok dfui /atau masyarakjSt yang

mengalami keadaan yang lidak. stabii sebagai akibat dari
krisis Sosial* ekonomi , polittk, bencana , atau tenomena
alam agar dapat meirtenuhi kebutuhan hiriup minimum;
dan

b. lembdga noti pemerintah biclang pendidikan , keagamaan ,

dan bidang yang berperan untuk mellndungi individu ,

kelompok dan /atau masyarakat dan Jkemungkinan
teijadinya Resiko Sosial.

( 31 Bantuan sostaJ berupa bai ang dianggpirknn dalam kelompok
belanja larigaung yang difomiulasikan ke dalam program ,
kegiatan dan sub kegiatan yang ditEraikan dalam jenis
belanja barang atau jasa, objek belanja bantuan sosial
bn rang dan rimeian obyek beEanja bantuan sosial barang
yangakandiserahkan kepada pLhak kedga /masyarakat pada
SKPD terkait.

Bagian Keenam
Fclaksunaan dan Penatausahnan

Basal 33

Pelaksanaan anggaran Bantuan SosiaJ berupa uang dan /atau
barang berdasarkan atas DPA SKPD.

Basal 34

( 1 ) Bupali menetapkan penerima dan be&raan bantuan sosial
den gun Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah
tentang APBD dan Pferaturan Du pad ten tang Pcnjabaran
APBD.

( 2 ) Penyatiuiran / penyerahan bantuan sosial didasarkan pada
daftar pensrima bantuan sosial yang teixantum dalam
Keputusan Du pan sebagaimana dimaksud pada ayat |1] ,
kecuaEi bantuan aosjal yang tidak dapat direncanakan
sebelnmnya.

(3) Penyaluran/penyenahan bantuan sosial yang liriak dapai
direncanakan sebelumnye sebagaimana dimaksud pada ayat
L2] dida&arkan pada uautan SKPD terksit dengan taia cara
sehagai. berikut:
a . Kepala SKPD mengajukan rencana kebutuhan beianja

paling lama 1 ( aatu ) hart kepada PPKD aelaku bendabara
umuni daerah; dan

b. PPKD sdaku DUD mrlakukan verifikasl dan
mencalrkan anggaran belanja tidak terduga kepada
Kepala SKPD palmg lama 1 Isatu ) bari terhirung nojak
ditenmanya rcncana kebutuhan belanja,

Petan-caii
Per UU i

g Fmuuran Kutiag MrfklJin ASlStCTL 1 ftckrccarifl Parrah
AE T * J p
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(4 J Penyaluratt bantuan sosial hem pa uang clilakukan den Ran
cara pemhayaran langaung.

fS) Penyaluran bantuan social berupa uang kepada peneriTna
bantuan si^iaf sebagaimana dtmaksuri pads qyat ( 4)
[ lilenfek & pi dengan kuwitansi bukti peneriniA uang bantuan
sositd.

|6J POnyerahan bantuan sosial berupa bar&ng dilakukan setelah
melaJui pengadaan harang/ ja*ia pcmcnntab sesuai dengan
kecentuan peraturan perunclang- undangan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan dan J^rfanggungiawahan

Paaal 35

( 1 ) Penertma Bantu&n Sosial berupa uang dan baran£
raenyampaikfln laporan penggunaan biantuan sosiaJ kepada
Bupati meLalui SKPD terkait .

{ 2 ) Bantuan snaifiS lierupa uang dicaiat sebagai reaELsasi jenis
belanja Bwnl uan Scsia.1 pada SKPD da Lam tahun anggamn
1>erkenaan.

(3) Bantuan .sosial berupa barang dicatat sebagai realisasti objek
belatlji Bantuan Sosial pada jents helanja ha rang atnu jay^dal&ni program , kegiatari , dan sub kegiaran pada SKPD
tcrkaib

Pusal 36

\ h SKPD terkait membuat nekapituIasi penyaluran Bantuan
Social kepada individu , keluarga , kelompok dsn /aiau
mascyarakat yang ddaJc daiiat direncanakau sebclumnya
sebagaimana dimaksud dalam PasaJ 34 ayat (3) paling
lambai tangga ] 10 Janufirl (ahun anggaran benkutnya.

( 2) Rekapitulasi tKebttg&imana dimaksud pada avat (l|f ntetnuat
pencrEtnar alamat dan besoran bantuan sosial yang ditcrima
oleb masing’masing indivjtiu, keluarga, kelompok dan ^arau
masyarakat.

Pasal 37

[ Li Pertanggungjawaban Pemerintah DaeraJh atrts pemberian
bantuan social tneliputir
a . vcrifikftsi SKPD terkait ;
b Keputusan LJupalt ten tang penetapan pentrima bantuan

sostal ;
c . bulcti transfer/ penyerahan uangatas pembenan bantuan

soaiai berupa uang; dan
d . bnkti scrah terima barangatas pemberian bantuan sosial

berupa baiang.

(2] Pertanggungj&waban sebagaunana dimaksurf pacta avat 111
h u r u f b, riikecuftkkan terhadap bantuan sosiaJ yang tidak
dapai dirpneanakan aebelumnya .

Pasal 3S
( I ) Penenma Bantuan HosiaJ bertanggungjau. ab secara forma ]

dan material atas penggunaan bantuan sosial yang
diterimanya.

FcTiincaiig Pcraturan
PrrUU |

KSIJLIR blukum ARfcsfcn 1 Ŝ krrt^ris Daerali

7 K
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i 2] l̂ ertflnggunjyawaibajL penerima bantuan soaifll mtdiputi;
ft . laporan penggunaan bantnan sosial oleh penerima

bantuan social;
b. sutrat pemyslflan tanggungja^ab mutlak yang

menyatakan bahwa Bantuan Sosiai yang dLterima lelah
digunakan scsuai dengan usulan; dan

c. bukti-buktE pengeluaran yang lcngkap dan sah sesuai
peratliran perunrtang-und &ngan bagi penerima Bant nan
Sosiai berupa Liang atau aaJinan bukt.i seiah terima
Ijarang bagi penerima ban man social bo pa barang

(3| Pertanggungjawaban sebagaonaaa dlmakauti pada ayat ( 2 )
dikccualikan terharfap ban man sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelpmnya.

(41 Pcrtanggungjawaban sebagaimAnfl dinoaksud pada. ayat (2|t

disarnpaikan kepada Bupati paling I&mbat tanggaJ 10 januari
tahun iinggarflp berikutny& kecuali diletiiukan l a i n oleh
peraturan pcrundang- undangan.

Basal 39

Bantuan Sosial berupa barang yang txlutn dlHrafikan kepada
pcncnma Bamuan Soaial sampai dcngan akhir lahun anggaran
berkenoan dilapurkan sebagai persedEaan da Lam neracfl-

PaseU 40

RealiAasi Bantuan Sosia I berupa barang diknnversiksn scsuai
standar akuntansi pemerintahan pada Laporan realisasi
ariggarstn dan dituangkan pada catacan aias laporan keuarigan
da)am ptnyUsunan laporan keuangan Pemerintab Dacrab,

BAB IV
MdfllTORlNG DAN EVA LITAS I

Basal 4 1

( 1) SKPD terkait melskukan monitoring dan evaJuasi atas
pemberian hibfth dan bantuan aosial .

(2) Basil monitoring dan evaluasi sehagaimana dimaksud pada
ayat (1|, disanipaikan kepada ESupatt melaJut Inspekiorat
Daerab .

PasaJ 42

LiaLam haJ monitoring dan irvaluasi eebagaimana dirnaksud
dalam Basal 41 ayat {2J tend a pal penggn naan hibah atau
bantuan sosial yang tidak scsuai dengan usulan yang telah
disclujui , penerima Hibah at.au Bantuan SosiaE yang
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-Lindangan.

BAB V
KETENTUAN LALN-LAiN

Pasal 43

Fengfrsfthan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Basal

Ferajican*
Prr ULJ J

r Peraturan. Kabag Hujpdnl AsLslcn. ] Scferptaris Dacrah
An v & a.
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6 avat (0 ) dikecualikan tetiiadap;
A. Organises! Kcmasyarakalan yang telah bcrbadan hukum

sebelum IjtFlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentang OrganIsasi Kemasyaraknton, dtakui kebcrariaarniya
eefluai dcngan Undang-Undang Nomor I 7 Tahun 2013;

b. Orgj&nisasi Kcmasyarakalan yang tclah bcrbadan hukum
luerdasarkan Staatsblad 1070 Nomor 64 rentang
Perkumpulan Berbadan hukum ( Rcchtspersoanlijkeiri Van
l/fin<?enujinycnj yang bcrdiri scbefum Pnoklftmaoi
Eiemerdekaan Republik Indonesia dan Konaisten
mempertabankan Negara Kepubiik Indonesia, ittAp diakui
kebemdaan dan keatjarahannya aaet lvangsar luiak
perlu melakukan pendaftaran sesuai dongan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2013; dan

c. Organ i &asi Kdmasyarakatan yang telah memilsks surat
kctcrangan Lcndaflar yang sudah ditorbitkan sebthim
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013r tetap beriaku
sampai akhir ma î berlakunya .

Patsd 44

Format kclengkapan dokiimen penesLran bdanja Hibah dan
Bantuan Sosiai sehagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
tercantum dalam Ijinnpifan El yang merupakan bngian tEdak
lerpisaEikan dari Pfraluran Bupati ini

BAB VI
kETENTUAN EJERAL[ HAN

PaaaE 45

\ ] | Femberian ] [ il>ah dan Bantuan Soaini tahun anggaran 2022
dapEd dilakijanakan sepanjang telah dianggarkan dalam
AE’ED tahun angganan 2022 dan tidfik hertentangan dengan
kelentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(2] DaJam hal penganggarun J'-Iibah dan Rantuan Kosial Tahun
Anggfiran 2022 bertentangan dengan Peruturan Bupati ini,
Hibah dan Bantuap Bosial Tahun Anggaran 2022 dapai
dilaksanakan sctclah diiaJcUkan penyesuaian bendasarkan
keteniuan dalam Perm LI run Rupati ini dan diletapkan daJam
pei-ubaban AE^D Tahun Anggaran 2023.

BAB vtn
KETEJMTUAN PENUTUP

Fasal 4b

Pada saat JVraturan Bupati ini mulai beriaku:
a . I ^ raturan Bupati Lamandau Nomor 4b Tahun 2011 tentang

Prosedur dan Mekanisme Ptnganggaran , FeJaksanaan ,
Penatausahaan. I^laporan dan Pertanggungjawaban serta
Monitoring dan Eva!nasi Pern bedsn Hibah dan Bantuan
Snaial yang Bersumber dari AnggamE* Pendapatan rian
FleJanja Daerah kabupaten l^amandao ( Renta Daerah
kabupatan l̂ amandau Tahun 2011 Nomor 202|i dan

b. Peraturan Bupati l,a.mandau Nomor 23 Tahun 2016 tentang
EJorubahan atas PoTaluran Bupati Lamandau Nomor 46
Tahun 2011 ten tang Prosed ur dan mekanisrnr Pf ngangaran ,

P^rwi^irig Peratumn
P r r u u l

Kaheg Hu,kutn Asislen 1 SckrcTaris Daerali
ATF ' / <5L 1 l
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i’lelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan . dan
Prrtanggungjawaban acrta Monitoring dan EvaJuftsi
FVrnberifm Hibah dan Bantnan Sosial yang Bery umber dari
AngRfrrfm Pendapatan dan Bekmja Daerah Kabupaten
Lamatidau (Berita Dgprah kabupaten La mandan Tahun
2016 Namor 46),

dicfLbpt (i&n dlnyat&kan tidak berlaku .

Pasal 47

Peratunm Bupali ini irmlai bcriaku pada tangga.1 diundangkan .
Agar setiap prang mengstahuinya , memermtahkan pengundangan
Peraturan Bupad ini dcngan pcnempatannya da.lam Brrit^ Darr-nti
Kaburtitcn Lamatidau.

BAGIAN HUrJJM
" 7 TpA KA 0PPATEN l AlV'ANP '

PA MAIJ A UTAN
W -VluP

" DA

I S ' i - M

±u!t f roranttar
T“:7.".g H*I JU

Diundangkan di Manga ByIlk
pads tangga] 2^ Afftl
3EKRETARIS DA BRA H KABUPATEN LAMAN DA U,

HKA-s
MUHAMAD [RWANpYAH

*

Ditctapkan di Nanga Qulik
pada tanggal ^
BUPATI LAMANDAU,

HENDRA IIESMA^A

yrtJftU1 i' -.- JL- J . » -
mMAim&fitra

l—
uVAKLL BU?M! I
SEKDA

I

KAOAT J

SEKRETAWS|
nn-

M

1

BBRJTA DAERAH KARUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOKv^S
mm

ra£LAiS!A
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LAMPJRAN ]

FERATURAN BLFPATI IAMABDAU
NOMOP TAHUN 2023
TENTANG PEGOMAN FEMBERIAN HI BAH DAN
BANTUAN SOSTAL YANG BERSUMBER DAR ]
ANGGAHAft PENDAKATAN DAN HELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

FORMAT NASKAH PERJANJJAN HIBAH DAERAH.

A . Hi BAH BERUPA UANG

NASKAH PEPJAKJIAN HIBAH DALRAH
ANTARA

FEME R 1 NTAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN

Nomor !
Nonior :

. .. . k .1 4 - .. k . 4 . k k i J i k .1. I. 4>

m m . k k 4 4 . m m * « « « - k k J.S d k ,i i. m

f " * " * •4 m m m .. + .i i B I. 4 4 m m

Pada han ini* tangga] bulan Tahun , „ yang bertanda
tangan di bawah ini J
E. Rama

NIP
PangkatJ GoEonga n
Jabafan
Unit Kerja
Llalam hal ini bertmdalc untuk dan atas naina Pejnermtah Kabu paten La mandam
yang seLanjutnya dj&ftbut PfFIAK KESATU.

r i M f P M I R I m " " " * ! I S I P M " - - " - ! I M " l l H " -

II Nama
Nomor KTP
Jabatan
Alamat

4 m m m m m m f. + 4 - - - *+* - — h < ... h -- - - » - - - - - - - •» +- * - -
! P I ' l " " -

I
i n i a r '1 a i r a r i n a u r r i i a r r n a i i r r » t i 7 P i!

4
L J L J 4 k .1. J. 4 I I L J B I l l l l l l m i l l l l l l i l l l l I I B B I I I I B B

Da Lam hal Lni btnindak untuk dan alflS nama yang selanjutnya
distbul PIHAK KEDUA

Berdasarkan r
1 . F’eraturan Daerah Knhu[naten Lamandatl Nomor Tahun . . . tentang Anggaran

Pendapatan dan BeLania Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Angfiaran ;
2 . Feraturan Bupati Lamandau Nomor . . . Tahun ... tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan BeLanja Daerah Kabupaten La manda u Tahun Anggaran..... ;
3. PeratuirftTi Bupaii L ^amandflU Nomor ... Tahun ... centang L^edonnan L ^embenan

Hibah dan Bantuan Soaia] yang betaumber tiari Anggaran Pendapatan dan
Bdanja Daerah Kabupaten Lamandau;

4. Keputuaan Bupati Lamaridau Nomor , . Tahun . . . tentang Daltar Pener:ma hibah
clan Bantuan Sosial ...

PIUAK RRSATU dan PIHAK KEDUA making-Erasing dalam kedudukannya
tersebut sepakat unt.uk .melakukan PerjairUan Hibah dengan ketentuan aebaga -
berikut :

Tasal 1
f Jeanran Hibah

PLHAK KEF5 ATL1 menghihahkan kepada PIHAK KEDUA dan PE HAN KEDUA menerfma
Prriinu^lfig Ptmture.rt
Prr UU

L i Aaislrn L SekietanaD&eiaJia Dt

L
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dan PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp ( ).
Pa3al 2

Rencana Pcmtn:ria.n Hibah

( 1 )

m

Hibah srfaagflimana dimakaud dalam Pasa] 1 dipergunakan untuk ;
No Uraian Jumlah
I
2

dsr
Hibah diberikan u m u k kegiatan daJam tahun anggaran

Pasal 3
Tujuan Ptmberian Hibah

Hibqh sebugaimana dunaksud dalam Pasfll 2 digunakan untuk

Pasal 4
Hak dan Kewajiban

11} PIHAK KEDUA Ixrrhak memanfaatkan dana hihall sebagaimana riimaksuc!
daJam P&sal 2 AYAT {TJ.

\'2 ) PJHAK KEDUA menyusun rencana penggunaan hibah sebagmmana riimaksud
Pasal 2 aya1 ( 1 | scsuai dengan l^raturan Bupati Lamandau Nnmor Tahun

tontang Standar Harga Saiuan di LLngkungan Fsxnerintflh Kabupairn
il^mandau Tahun

K3] Pencana Pcnggunaan Hibah sebagaimana dimakaud pada ayat ( 2 )
dipergunakan sehagai dasar dan da pat djpertanggiragjawahkan
penggnnaannya,

j4) PIHAK KEDUA berke^ajiban mernbuat E’akta IntegritaSj Laporan
Pertanggungjawaban Pmggunaan Hibah dan Surat FVjmyacaaji Tanggung
Jawab Muiluk ..

Pasa l 5
Tata Cara I’tnyaEuran I Hi hah

(1) Penyaluran hibah kepada PIHAK KEDUA aetelah penaiidatanga-nan Naskah
Ferjanjian Hibah Daerah (NPHD1.

( 2 ) R3 HAK KEDUA mengn.|ukan aural pei-mohonan pencaLran kep&da SKPD Ttrkail,
dcngan mHampirkan :
a. Rincian l^nggunaan Hiliah;
b , Potocopy KTF atas nania pimpinan penerima. hibah;
C, Kuitansi; dan
d - Rotocopy Tokening Bank yang masih aktif .

(3) Apehi la ptrsyaratan lengkap dan benar . maka akan ditransfer melalui rekening
SKPD kepada PIHAK KEDUA melalui rekening ,

PasaJ 6
Rrtaka&n&Bn

Pda ksa naan penggunaan bdanja hibah herupa uang dilakukan nleb PIHAK KEDUA
sesuai dengan ketentu&n peraturan perurtdang- und&ngan .

Ptrsal 7
Pdaporan dan l^ertanggungjawaban

( I ) PIHAK KEDUA lierianggung jawith sr-rara formal dan [tiaierial ataa penggunaan
fcrandl
RnrUli

\ H K heraturan K iibajc A îstti; 1 Sckretana Derail

- i
V 1k -
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dana hibah .

[2 ) PertanggLinftiawatian pener:ma hili&h me Li pi]li :
a . I^aporan Penggunaan hibah:
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab MuiJak; dan
c.. Bukti-btlkti pcngduaran yang lengkap dan sah. sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangEUl.
(3| P^rtanggungiawatjan sebagaitnans dimaksud pada ayat. !2) JIUIUE' a dan b

disampaiJkan kepada Bu pad paling lAmbat tanggaJ 10 Januari Tahun (tshun
bmkutnya) di&ampaikan kepada Bupati meEalui SKPD terkait , kecuali
ditentukan Jain berda &arkan peraruram ptrundang-unriangaifi.

[41= PdrtanBgLLngjawaban aebagaimana dimaksmd pada ayfti f 2) huruf c di&iinpan
dan dipergunakan n]eb pertehma hibah aclaku obyek pemeriksaan .

Piasal H
Penulup

Scgala biaya yang timbul sebagai akihai diterhitkannya flaskAh Peijanjian Hibah
Daerah ini , dibehankan pada Anggttr&n Pendap&tan Belanja Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun Anggaran , , ,

Pasal 9

Naskah PerjanjiaTi Hibah Dftcrah ini dibuat rangkap 3 (tigal dan mrmpunyai
kekuaian hukum yang sama hagi kedua l >flei 31 pihek dengan kctentuan sehagai
berikut '

a. ] jsatu ) rangkap naskah peijanji&m ditandatangam oJeh PIHAK KESATU diatas
meterai cukup untuk PJHAK KEDUAj

b . 1 [satLif rangkap naskab p^rjanjian dilandatangana oieh PSHAK KEDUA diataa
meter&i cukup untuk PJHAK KESATU; dan

c. 2 (dua) rangkap tiAAkah peijanjian ditandatangAni Oleh PJHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA tanpa malcrai untuk arsip.

PJHAK KESATU, PIHAK KEDUA ,

(nama jelas/ dkandatanganL/dtcap] ( narua jelas Pimpinan/ditandatanEani /
dicap)

rterancaJlE Fnrahjrsn

Per UU
Kabafl Huututfft A&i&i-rrt I

Tt!
Sekr^ta. i i s Daenah

£
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B. HIBAH BERLfPA BARANG /JASA

NASKAH PERJANJlAN HIBAH OAERAH
AttTARA

PEMERfNTAH KABUPATEN LA MAN DA U
DENGAN

! - -!I r• i = r i i . i i n

Nornor ;
Ncmor :

Pada haii ini
tangan di bn^ah ini :
[ N a m a

NIP
Pangkai /Goln ngan
Jabatan
Unit Kc^a

tanggftl bulan Tahun.

-r §. i i ^ -g r r +i - - - IT! -s p r P I . - - r rt -ra a r i « i i P r r i

I I
r n i a i r i n i i i r r r u i i r B i n i i i m I I I m i l I

CI
I I- I - - - - P P I i - - i i - - r i i -i r r r i i

yang bcrlanda

Pftl&m hal ini berdndak untuk dan ams nama fcmerinlah Kabu paten LemandaUn
yang selanjutnya disebut PFH AK. KESATU .

EL N a m a
Nomor KTP
Jabatan
Ain mat

* * - - - f c r - f c * f c - ... . -H «. .. - - - - - - - - i- - -

s ... . . . j j . . ... . ..

•'*

Dalam ha! ini ber( in<Tak Untuk dan alas nama , vang setanjutnya
disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :
1. Peraturan Daerah Kabuparen LajB&rdau ttomor Tahun . . . tentang Anggan&rr

Pendapalan dan Belanja Daerah Kabu paten Lamandau Tahun Anggaran ;
2. Peraturan ESupati Lamandau Nomor . . . Tahun . . . tentang Ponjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran ;
3 Peraturan Bupatt Lamandau Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Femherian

Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber darl Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kflbupnten Lumandau;

4. Keputusan Bupati Lamandau Namor ... Tabun .. . ten tang Daftar l^tnerima Hi ball
dan Bantu&ri Sostlal . . .

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing- tnaamg dalam kedudukannya
teruebut sepakat untuk metakukan Peijanjian Fliheh dengan ketemuan sebagai
berikut :

Pasal l
Besaran Hibah

PIHAK KESATU menghlhahkan kepada PIHAK KEDUA dan PJFIAK KEDUA menerinia
dari PIHAK KESATU barang berupa atau dengain nilai aebesai

Pasal 2
Tujuan Petnberian Hibah

Hibah berupa barang/ jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan
Ur 1 Uk i i i r r r . . I . B I . ..

L

ferftnculk Ftiaturan
Ptr UU

KUteg HukIIJ k pai

16L
Ailsten 1 Sekretaris Usersh

£
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Pasat 3
hiak dan Kewajiban

( t ) PIHAK KEDUA berhak untuk memantaatkan baraug/jaaa sehagflLTfiflna
dtmaksud dalain Paaal ] .

[ 2 ) PIhAK KEDUA berkewajihati untuk menggunakan barang/jasa sesuai dengan
tujuan pembertan hibah .

J îsal 3
Tata Uai'a Penyaluran Hih&h

( 1 ) PenyaJuran belanja hi hah lwrupa bftrang/jaaa yang beraumbcr dari Anggaran
Perwiapatan dan ITclanja Daerah (APBDJ Kabupaten Lamandau Tahun
dilakukan dengan Bema Acsra Strah Terima Parang.
Penyalunm hibah kepada PTHAK KEDUA sctelah penandatanganan Naskah
Perjanjian Hibah Daevah ( NPHD)

Postal 5
Ê daksanaan

Pclaksanaan pengadaan barang/jasQ ritlakukan oleh PI 1 rAK KFCSATIj se&uai dengan
ketentuan peraturan perundang-umlangan .

P&sal (5
PeEaporan dan PenanggungjawflMn

11 } PIHAK KEDUA bertanggxmg jawab ataa pemanfaatan barang/jasa.

[21 Pertanggutigjawaban pencrima hibah rnehpiiii:
a. Surat pemyataan kesanggupaii menyimpan dan mcmelihara harang hibah;
b , Surat Femyataan Tangfiijng Jawab Mutlak; dan
c Salinan bukti serah lenma barang / jasa .

{31 PertanggLmgjawaban sebagaimana dimakaud pada ayat (2 j huruf a dan b
disampaikan kepada Bupati paling Lam bat langgaL 10 Januari Tahun
( Tahun henfculnytTf melaJui SKFD rerkait. keenait ditenlukan lam sesuat
ketentuan peraturan perundang - undangan .

Pass] 7
Penucup

Segala biaya yang limbul sefragai akibat diterbitkannya N&skah Pcijanjian Hibah
Dacrah ini. dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belan (a Daerah
Kabupaten Lamandau Tahurt Anggarftn . .. .̂ .

PasaJ 8

Naskah Ê i^anjian Hi bah Daerah ini rtLbuat rangkap 3 [tEga } dan mempunyai
kekpaian hukum yang sama bagi kedua bclah pihak dengan ketentuan sebagtti
berikut:
A . 1 ^atuj rangkap naskah perjanjian ditandatangani oleh PIHAK KESATU diatas

materai cukup untuk PEHAK KEDUA;
b . l (aatu) rangkap naskah perjanjian ditandatangani etch PIHAK KRDUA dEataa

materai cukup untuk PEHAK KESATU;
cr 1 jaatu] rangkap naskah pcrfanjian ditandatangam oleh PIHAK KESATU dan

PIHAK KEDUA tanpa materai uniuk arsip.

PfTHncailR
Pet UU A

Wraiurnn K^bag Hukum Asistm 1
sC1-

Sckteiaris acitih

} V1 /
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PIHAK KESATU . PTE-3 AK KEDUA ,

{ nama jeLas/ d i randatangj*p t/dicapl ( nmna jctas Pimpinan /d i tandaiangani/
ditapl

Pcaw>cangl
Per UU

TVraturari K'a.haj! KiPoun Asislcn I StkrrLiirlii Datnah

43! V <S- /.fv
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LAMP]RAM II
PERATUKAN BUTATI LAMAKDAU
NOMOR TAHUW 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBER1AN
HIBAH DAN BANTU AN SOSIAL YANG
BERSUMBEK DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DGKUMEN ADMINISTRASI E3ELANJA HIBAH DAN BAN TUAN
SOSIAL YANG BERSUMRER DARI ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BBLANJA DAERAH KABU PATEN LAMANDAU

A . FOR MAT REROME N DAS I DARI PE KA N QKAT DA ERAt[ TERR A3 T

KOP SURAT SKPD

Nanga BuJik.

Kepada Yth.

BupntE Lamandau
Cq . KetLta Tim Artggar&n
Femerintah Daerah Kabu paten
Lainanclau
DU

Nanga Hylik

Berdaearkan Peraturan Bupati Nomor Tahun „

tcnlang Ptdcman Pemberian Hsbah dan Bantuan Ko &iaJ yang Bersumber dan
Anggaran Penflapfltan dan Lkdanja Dacrah Kabu paten Lamandauh kami tclah
melakukan cvalLiasi ataa permohonan yang direkoniendasakan untuk
dip^rtimbangkan mendapat hibah / bantuan sosiaL

Jumlali penriohorsaji. aeljanyftk proposal seniJai Rp.
( ) berdasarkan hast I evaluasi .yang riisetujui sejumiah
prupuaal aenilai Rp, „ ( „ \ h dengan rincian

H^bagairnana terlampir,

Dcmikian untuk Tnenjadiktm periksa dan guna seperlunya.

Nomor '1.a

Sifat
[ jump : 1 fsatuj bendel

Ha] : Kekommdaai

kepuLa SKPD Terkait

I rituiiB jtlas pimpinafl /ditabdatangani/dicap)

PcrHUira UU
11 ukiimLU KlHT Afiistm I

. m Scfcretaris
Dast
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B . FORMAT SURAT R E-KO M EN DAS l DAfcI PE RANG KAT DAE RAl I

DAFTAM KLKOMENtJASJ
H1HAH / BANTUAN SOSIAL

TAT:[UN ...

NO KAMA PEMOKCW
HIBAH'/ BANSOS

AUMAT SCTUA FEFrUHTUKAW
HCQAH /BAffFUAW

ao&JAL -JUMJ.
AH

MKQMESTDASI fcECT

FTT RW DUSUN
DEEA/

KEL KKc 1JANG
HAKANQ/

JASA TOTAL EWADAYA CMUSULKAEN

l a 3 4 5 6 7 H 4 5g 13 IS 13 14 IS IS

.I L H L r t K
l Pii“i,ii irriiai

Kepala SKPD Terfcsit

( rjHictH jHws pimpirm n / rfitsndatfl ri (jHin / < ti< apl

PpmTir,ingi
Ferafunvi \ Jr.z uii

Ktihag HtiKjjjii Asdaten 1 SeSirrluns
n ÂihX r j [k
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C. FORMAT PERTIMBANGAN TIM ANGGARAN FEMERIMTAH DAERAH

DAFTAR PERTIMBANGAN TAPD HIBAJI / E3ANTUAN SOS1AL TAll UN ...

?J0 NAWA PUMeWOW HfflAH
/HANLsUE

ALAWAT PBRUNTUKAW
H!PrtK /3ftNKJAN

SOSLAL J L hOA 11 KET

RT FW E4JBUN EEL KSC UAHG
DAPAHG/

JA&A uflUI^N
RRKGtfKNDAJal

3HP&
KfcJtfn. MHAWCiA-N

TAPD

I 2 3 4 5 7 0 9 ID II 12 13 34

>jy MLA < I Rp ... Rp

a .

2.

y.

S n.r_£P_ ajuJik ...

Tim AngsasTHfi Ffcin -̂rinrih DKTfth

Ke'uu.

Waled KTIULL

.... -lint

CUfflll
diiondiunanguni

ruLirui /cLu/
diciilli& E.Lj l£.i hi

pmmsi jtftmf
rtiT HTIH Jif ngw m

PtiMc^ng PcTfii.ilran
Per UU V

Kabag Hufcwjn

/V
ABKBTI 1 Seki-plfli-i!? Dfirmh

L A5. u?-
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D. FORMAT DAFTAR NAMA PENERTM Ar A LAM AT PENEKIMA, DAN UESARAN
BANTUAN SOS]AL

DAFTAR NAMA PENERJMA. A LAM AT DAN BEE ARAN ALOKAS} BANTUAN SOSiAL
VANG PlTRRtMATAHUN ANGGARAN ....

NO/KODE NAMA PENERiMA
ALAMAT

PENERIMA
JUMLAH (Rp.|

1 2 3 4

BUPATI LAMANDAU,

! Nii rna jclcts/d i rti i dab&ngi /ditap)

Ferantacif
FeraturanWuu Kabttft UUMJm Asislcn 1 i>-krrrarln

Dautah
'4^
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E . FORMAT REKAPTTULASI BANTU AN SOSIAL

HEKAPfTULASi PENYALURAN BANTU AN S03l .AU YANG TIDAK DA PAT
DIRENCANAkAN SEEELUMNYA

TAHUN ...

NO NAMA PENERIMA ALAMAT URAtAN
BESARAN
BANTUAN

SOSIAL

1 2 3 4 5

Monuftahui ,

Kepala SKPD
Kabuparcn
Ijamandau

N;nnjja Etuiik

Bendaliam

(nama lerang/d\ landatarigani /tap| jnama ferang/4î flatangani / rapJ

Perm (ana frcraturan
Per UU

Urttiâ HuJrTTTj A ^LSIL-CEI 1 flckrclarls L>iwrriiii

4 * y
.$ 15=
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P. FORMAT PERMOHOMAN PENCA1RAN RELANJA HIBAH

KOP
PENERLMA RELANJA K1BAH

Nnmor
Lampiran

Ha!

>i -- - r i i i i i i i a i i...^ T,r r

: 1 ( r^aELi} bend#
Frrmnhonan Peru;&iran
Belaiyia Hibah
Tahun Anggaran

Nanga Bnlik, j i j j 1 M j ^

K^ijada .

Yth+ RUHATt LAMANDAU
Cq Kepala SKPD
t e rka i t Kab. Lamandan
di -

Nanga Bullk

Rahwa Ijerdasarkan surar Kcputusan Bupati Umandau
Narnor Nonior tentang bersama ini kami mengajukan
permohanan pencanan betanja haball berup&Uang/bflranEsebesar

( - rupiah} dengan neocana
f>t-nggLMiaan datia bcianja hibaK sebagaimana Terlampir.

balian pertimbangan, bersama mi kami sampaikan
persyaratan pencairan belanja hibail sesuai dengan Perftturan
Bupaai Lamandau Numor . . tentang Fudoman Ptmberian Belanja
Hsbah dan Ranruan SosEal yang Bersumber dan Anggaran
Pendapatan dan Eclanj'a Daerah Kabupaten Lamand&u.

Drmikian peiTnohtman kami, a(aa perkenan dan bamuannva
kami ucapkan tcrima kagih.

Hprmat kami,

Ketua/kepaia lembaga

^nsTTiajelaii prrnpinan/
ditanda tftngani/dicspj

l-jertjui-i:iixi|flFtrauiran
Per UU U Kabnjflj

/ y j
A&i&tcn ]

*̂*1

Sekrttfiri*AL— J- - [>
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G. FORMAT KTNCIAN REN CAN A PENGGUNAAN DANA BELANJ A HI HAH

1. BERUPA HANG

RINCEAN RENCANA FENGGUNAAN
DANA BELANJ A H1BAH

Nama Pcnerima
Alqmat Langkap

No Liraian Kegiatan / PienggiinaitrL Volume H&rga Satuan
( Rp) Jumtah (Rp)

1
2

Dal
JumlAh

Pemohon,

jnama je!as
pimpiiian /ditandatangani /di capi

2 BERUPA BARANG / JASA

RINCiAN RENCANA PENGQUNAAN

DANA BELANJA HE BAH

NHITIH Pcnerima
AJamat Lengkap

Ni> Nama Bafang/Jatsa Volume J-Earga Satuan
< Rp| JumJah ( Rp)

1
2

Dat
JumLah

Pemohon,

(nama jelas
pi mpman /d i tandatan Ram /d i cap|

Pcrancani
Per UU '

; Ptraturaji I -Lijjrntn A^islfri 1 SckreE&rla Daerail
ft

0 /y SE /k:
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H. FORMAT PAKTA I NT60RITA3 BELA NJ A HI BA H .
K.QP

EfclNEREMA BELANJA HIBAH

PAKTA IHTEGRITAS

brnanda tangan di bawah ini :
Mama ; r„.
Nonaor KTP : ....
Jabatan i ,„r

Alanrcat ; , ,.r

Benindakumukdan osma

i - - - r i-1

I I a a i J

r+i P - s i i B r P T B r ^ ^ T T r S*"! - f •+ * +

Til

Dcnjgan ini, mcnyatakan dengan scbenamya bafnva untuk mcmcnuhi
tujuan Cransparans] dan akuntabLhtas penggunaan dana belanja hibah berupa
uang sebesar Rp. ( ] dari Psmerlntnh Kabupatfm
Lamandau:
1 . Bcrtanggungjawab peuuh baik formal maupun maceriil atas penggunaan

bulanja hi bah yang diterima
2. Akan memperguriakaii belanja hibah jni untuk kegietati yang telah

direnrranakan ae&uai denfpm rem.-ana penggunaan dena belanja hibah .

3. MrapertAJiggungjaw&bkan ha&il pe-lak&auaan kcgialAn secartt tertulis daJain
bentuk Laporan J’enggunan Oana kepada BupaT.i.

Apabila melanggai' hal-hal yang dinyatakan riaEam PAKTA EN TECRITA5 ini ,

kami bei'aedia menerima sank si *#suai dengan ketentuan peraturan
peruiulang-undangan yang bcrlaku .

Detnikian Pakta Lntegntas mi dibuat dengan penuh kcsatlaran dan rasa
Langgung.iawab serta tklak ada unsur paksaan dan pihak manapun.

Nanga Bulik

Renerima Hibah ,

Materai c u k u p

(namajdas pimpinsn /ditanda tangani /dicap!

Pcrnncaxl
1 r^r UU \

i Pcraluraji Euibu^ Hukuco Asistcn 1 Sckrrtaris, Dacrah

P rf — & - f K
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E . FORMAT SU RAT PERNYATAAN TA NGCUNG JAWAB MUTLAK BELANJA HIBAH

KOP
PENER]MA BELANJA HiBAH

SURAT PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB MUTLAK BELANJA HIBAH

Vang bcrtanda tangain di bawah ini :
Name : .
Nomor KTP i .
Jabafcan i .
Alamat
Ftertindak untuk dan ataa nama

Rmgan mi. TTsenyatakan dengan sebenamya. Ejahv^a untuk memenuhi tujuan
txansparansi dan akumabiliiag penggunaan dana belanja hi bah herupa uang
sebtiaar Rp ( ) dari Femerintah Kabu paten l-amandeu:

1. Berta.nggungjawab penuh baik formal maupun matcrii] ataa penggunaan bctanja
hi bah yang diterima.

2 . Akan nienggunakan belanja hi bah sesuai. NasJmh l^qanjian Hibah Dasrah
( NPHD).

3. Mempei'tanggungjflwabkan basil pelaksanaan kegiatan secara terniliy dalam
bcntuk Laporan Pcnggunan Dana kepada Bupati .

4. Apebila dikemudian hard diketahui terjadi ptnyimpangain dalam MjQggunia&nnya
sehingga kemudian menimbuikan kemgian daerah, naaka saya bcrstdia
menggantt dart menyelorkan kerugian tersebut ke kas daerab serta berssdia
mcnerima sanksi scsuai drngan ptiUluran pemnda^g- undangan vang berlaku.

emikian pernyataan ini riibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung
jawab serta liclak ada unsur pakaaan dari pihak mafiapun -

M I l B P M l I P P n M S P P P T - P P r !" P B P1 ,! - - " P f l ,f l l " - p i ! ^ "

i - r . ... ... . . . . ... . .. . ... .. i . _ .

Nanga Bntik ,

Pencrima Hibah ,

Mfltcrai cukup

( nama jelas pimpi nan/ditandft tengani /dlcapj

Per UU
VniC-uran KsbKy Hjjkum Asisteri l

,̂ -T,
S^krrtarLtf Da-crah

A* f s \±i I K
i
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,1. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BELANJA HJBAH.

I 13 ER]TA ACAR A SERA* E TERIMA RERU PA U ANG

REPITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTUAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hart ini tanggai buJan iahiin ,yang bertanda
rangan dtbawah ink

1 : Kftpaia , selan.jutnya chsebut PIHAK
KESATTJ

2 „ ; i Pimpinan , setanju trya disebu t PJ H AK
KEDUA

Telah mengadakan kesepakatan sebagaL benScut :

Passl \

PIHAK KESATU mcnytirahkui PerKTeiran Bantuan Belanja Hi bah kep&tia PIHAK
KEDUA dalarn rangka mtrwujudkan aebesar Hp * ( ]
berdasarkan Sural Kf putuaan Bupari Lamandeu Numor : / tentang

Tahun Artgfiaran kepada PIHAK KEDUA.

JJasaJ 2

PIHAK KEDUA mcncrima scbagfumana dimaksud paaai I secana transfer ke
Rekening Nornor pada PT. Bank Pen&angunen Kaliman Tengah Cabang
Manga Bulik Kbesar Rp. ( , I dari P]HAK KESATU.

Pasal 3

Set.elah menerimfl dana dan PJHAK KESATLF maka PIHAK KEDUA bettflnfigung
ja^vab aepenuhnya atas pelakaa naan / penggu naan dana bantuan beltwija hibah
dtmakAud dsn menyarnpaikan lapnran kepada Bupati melalui Krpftla SKPD

diaertai dokumen Surat Pemyataan Tanggung
Jftwab Mvtlak yang dirandatanganl pimpman lembaga/ ortjnrtiaos*
Rerila Aeara Benyerahan /Penoairan Bantuan ini , dibuat daJam rangkap
3 (tigal yang aam& bunyinya. untuk Member pertainfc dan kedua bermatrai cukup.
untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA . aodang gntuk naskah tanpa. materai
aebagai arsip.

DemikLan ReriitJ A£ara dibuat untuk da pat dipt? rgunakan sebfcgalmara niestinva
dan diiandaiangant bersama.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA,
Kepala Perangkat Daerah Pimpinan Penenma Hibah

2. BERITA ACARA SERAH TERIMA BERUPA RARANG
Pcrancang ff
Per UU i

ĉmtijran Kintnift MU. JyJtTTTi Asistcn I
/fry

SekrcEans Dacrsb
A: * CS- I *-*



- 38 -

BERlTA ACAftA SEKAH TERtMA BAHTUAN BELANJA HJEAH
TAHUN ANGGARAN

Pada hari iru tanggal , r r i bubo tahun , r.r l , yang bertetnda
rangan dibawah ini:

ti . t : Kcptda ,, selanjutnya disebut PTHAK
KESATUr

2 : KepaEa stlanjutnva diacbut PIHAK
KEDUA.

Telah inengadakan kesepakatan sebagaj benkut :

Pasal t
PIHAK KESATU memberikan Bantuan Belanja Hi bah kcpada PLHAK KEDUA
berupa Barang/Jasa seniSai Kp. ( rupiah) berdasarkan Nasknh
Perjanjian Hibah Daerah Nomnr : TanggaJ .Tahun B dengan rincian
sehagai berikut:

No Jenis Barang / jasa Vol JumJah |Kp] Keterangan

—
PasaJ 2

PIHAK KEDUA meneiima hantnan belanja hi bah herupa barang/ jasa sebagarniarca
dimaksud PasaE 1 secara lang$ungdah PIHAK KESATU .

PasaJ 3

5e < elah menertmabantuan deri PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA bertanggung
jawab tJiCpcnuhnya nta* pelatoBfin&an /penBfilinaan dana bantuan befanja hibah
hemps harang/jasadiimaksuddan menyampaikan Isporan kepsda Bupati meLalui
Kcpala SKPD discrtai dokumcn Surat Pemyalaan Tanggung
Jawab Mudak yang ditandatangani pimpinan f-embaga/ orgcmisasi

Benta Acara Penyerahan /Pencaivan Bantuan tni. dibuat clalam rangkap
3 ftigaf yang sama bunvinya , untuk tembar pcrtama dan kcdua t>crrnalerni cukup
lmtuk PIHAK KESATU dan PEHAK KEDUA. sedans unluk naakah tan pa materaj

sehagai arsip.

Demtksan Berks Acara dibuan untuk dapat dipergunaltan sebagaiinana me&tinys
dan dhandatangani benatna,

PIHAK KESATUp PIHAK KEDUA,
Kepala Ptrangkat Daerah PLmpsnan Pencrima Hi bah

NIP .

Ptrujitojlfe Tfj
Pfcr UU

Mraiuran ElyJiuni Asistcn I h5 f - ki t lbi ' £ rjjfi'^h

n O -
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K. FORMAT KU1TANS! BELANJA HI^AH

KINTrtNSl

! t1 : -Ldi terima tlari

Uanp sebanyak
GURU mumbayar

PEMEHINTAH KARLNPATKN LAMANJiAU
-. - ++- -- - -- ...J.... Lb »I.IJJkJJIIIJ.LJ L .IJIaII lil L L IIIJ

Terbilaitg PL Jjl I j u rnit MIL

Narnia Billik,

UEsetugur VarnR Memhayarkan Dikttajttfj Yung rnenerrin^
Kepala SKPU Bendihana SKPD Pirnpinaia/kltua LScndnhara Inbah

Ktfb. La mandau Kab Lamartdau Fenerima hibah

Fei'&iicarig, Pfe
Prr UU _L

:aiuran Katme Huj*GTn fisistcu l Sckrctaria D êrah
{[1 fy

n
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L. FORMAT PERMOHONAN PENG/[ RAN BANTUAN SQSIAL.

KOP
PENER1MA BANTU AN SOSIAL

Nomor : ,

Lampiran 1 ( satuj bendel

HaJ : Pcrmohonan Pencairflrt
Banman Sctfital Tatum
Anggaran

Napga Rultk

Kepade :
Yth. BUPAT1 LAMANDALF

Cq Kepala SKPD terkait
Kab Lamandau

di -
Nanga Bulik

3QhW& berdasarkan keputusan Bu[ jati LamandfUJ Ncmtor
Tahun tentang .. . t bersama im kami mengajukan

fiermohonan pcncairan belanja bantuaft sj>sii*t berupw uang/ barang
sebesar Rp (... rupiahf

Sfibagai batmn pertimbangan, bersama ini kami stamp*ik*n
pei^varalan pcncairan belanja hi bah seauas dcngan PeratUHul
Bupati UimandaLi Nomor Tahun tentang Pedoman
Pemberian Belanja Hihah dan Bamuan Sosifll yang Bersumber dan
Anggaran Fentfapatan dan Belanja Oaerah Kabu paten Lamandau .

Demtkian permohonan kami sampaikan. atas perkenan dan
bantuannya kami uraplmn tfrima kaafh.

Hormat kamE.

(naina jelas pimpinan / riHandft tangani /dicap)

Pcrancfll
F^i uuj

K 3Tc:naLur^n A^isfcn I S^ krrlaris Darmlh
111y — $= — h
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M+FORMAT HiNCIAN RENCANA PENC.GUNAAN DANA BANTUAN SOgLAL.

t . BERUPAUANG

R[NCIAN RENCANA PENGGUNAA.N
DANA BANTUAN SG5IAL

Nama Penerima
Alamal Lengkap

No Uraian Kegiafart / Fenggunaan Volume
Harga Satuan

m JumlaJi ( Rpl

1
2

D&t
Jumtah

I [ormat kamit

(tiamajetfls pimpmart /ditanda tangani /dicapl

2. BERUPA BARANG/JASA

RING!AN RENCANA PE NOGU NAAN
DANA BANTU AN SQSfAL

Nama Penerima
Alameit Lengkap

No Nama Sarang/ JfLsa Volume
Harga Satuan

( Rp}
Jumlah (Rp)

1
2

Dot
J Umlah

HdTYrtat karni ,

i namtt jeJas pimpinan /ditanda tangan i /dicap)

Bcran£ati
Per UU /

L PtraLuraji Hujwai A&EaLen 1
/T1

fkkretads Daertih
“ LZ1 $= K
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N. FORMAT PAKTA J NT£G RITAS BANTUAN SOSiAL.

KOP
PENERIMA BANTU AN SOCIAL

PAKTA [ NTEGR1TAS

Yang hertanda (angan til hawah ini :
Kama
Nornor KTP

T T I a r T r i i i r r r i T i - - - - -- - i - - r- - - - - +'+4 ! +'-(|,

1 1S P T P l l l P f P,I T l T B P , +,l i - - P T!l - - P+ +l ? - - - ^ "*- -*1,+^ - "- l+J

Jabatan
Alomat
Pc[Tindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyaiakan dengan sebenarnya bahwa untuk mcmcnuhf tujuatl
Lranapoi'ansi dan akyntabiiitaa penggunaan dana bantuan sosin! bcnlpa Hung

aebesar Rp [ ) dari E 3emenntah Kabupatcrk [jjjnftnd& U

1. BertariBguni|jawaTj penuh baik formal rnaupun matenit atas penggunaan
bantuan sosia.1 yang ditnrima .

2 . Akan mempergunakan bantuan sosial ini unluk kegiatan yang telah
dinencanakan strsuai dengan rencana penggunaan dana bantuan sosial

3. Mempertanggungjawabkan hasi] pelaksanaan kegiatan secara cerrutis rtalam
lien1 Li k l îpnran Penggunan Dana kepada bupati ,

4. Apabila melanggar hel-hat yang dinyaiakan daiam PAKTA INTEGRITY ini ,
kami bcrscdia mcncnmfl sanksi sesuai riengan ketentuan prraluran
penindang - Lindangan yang berlaku.

Demikian pakta inlegritaa ini dibUS 1 dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jciwab serta ddak adia unsur paksaan dtiri pibak ntanapun .

Nanga Bulik

Pcnrrirns Bantuan EosiaJ.
Materai cuklip

[ Nama jelas ketua_/dGtandatang&nl/dicap)

Perati
PfcrUU

g feraturan Kahag HT[ Ell AsIsEcn t Sekretaris

** p
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O . FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK BELANJA
BANTUAN SOSlAL.

KOP
FEMERIM A BELANJA BANTU AN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertAnda tangan di bâ ah ini
Nama :
Namor KTP ; „

njflliatan - a r m r -r M .
Alamat t ,,

Bertindak untilk dan atas nama : r . . , , r

Oengan ini menyarakan riengan sebenamya bahwa untuk idemenuhi
tujuan transparansL dan akuntabililas penggUna&n dana belanja bantuan
sosiat twrupa uang &ehe&ar Rp. { - | dari Pemerintah
Kabupfltctt Ijmandau :
1 . Bertanggungjawali penuh baik forma] man pun materiil a[an pen ggu naan

bdanja. bamuan. so&ial yang cJiterirtia.
2 . Teiah metiggunakan belanja bantuaxi snsiaJ sesuai dengan rcncaUft

penggnnaan dana.
3. Mecnjsei'langgungjawabkan basil pelakaanaan kcgiatan SOCflra terluLis dalam

txsntuk Laporan Periggunan Dana kepada Bupati
4. Apabila (likenludian hari diketahui teiyadi petty impaogan da lam

pengRunaannya ketmidian menimbulkan kerugian daerati. make
saya ber&edta mengganti dan mcnyetorkfln kerugian fjeraebut kc kas dacrah
lierta bcrsectia menerima sanksi sesuai dcngan kstentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku .

Demikian pcmyataan ini dihuat dengan penuh kcsad&ran (tan rasa
tanggung jawab utrla tidak aria unaur paksaan dan pihak Tnanapun.

Nangs Bu ]ik>

PtnenTTia Bantuan Sossal ,

Materai cukup

! Nama jelas kciua/diU rida in tigan i /dicap|

PfcrRnC&Jij
Per UU

Peraturan Kabo* HuJcwt Asitten 1 ftekretaris Dtaeruli
A1 1A // LL— i
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P. FORMAT BERiTA ACARA SERAH TE K E M A SELA^JA BANTU AN SOSJ AL.

1 . BERETA ACARA SE RAH TER IMA BER U PA UANG

BEKITA ACARA SERAH TERIMA DANA BANTU AN S05EAL
TAT f UN A NOGARAN

Pada hari ini tanggal buian tahun , vang
bertandfi tangan tUbawati ini :
] . : KepaJa selanjutn/a diaebut PIHAK

KESATUr
2 . , , : Pimpinan/ Kepala , selanjulrtva

disebut PIHAK KEDUA .
Telah niengadakan kesepakatan sebagai berikuL :

J 'asal 1

PEHAKKESATU menyerahkan FfcneaEran Bantuan ScsiaJ kepada PIHAK RE DCA
daEam rangka mewujudkan sebesar Kp
( | betxleu*arkflfl Surat KepUtusaJi Bupati Lamandau
Nppior : / . . . tenlang Tahun Anggaran kepada PIHAK KEDUA ,

Pa&ttJ 2

PIHAK KEDUA raenenma aehagaimana dimaksud pasa] l Stitara transfer ke
Rekenitig Nornor pftda PT. Bank Pemb&ngunan Kalimantan Tengah
Cabang Nanga Bulik aebesar Rp f ) dftri PIHAK KESATLf .

Pji &aE 3

Setelah meneriina dana dari PIHAK KESATU make PIHAK KEDUA bertanggung
jawab sepenuhnya atas pelaksajiflAJl/ periggijnaan dan bantuan sosiaJ
dimaksud dan meuyampaikan kiporan kepada Rupaii melaJui Repala SKFD

Bents Acara Serah Tcrima Bantuan SosiaJ berupa uang ini dibuftt dalam
rangkap ,1 |tiga) yang sama bunyinya , unUik lcmbar perrama dan kedua
toermaterai auk up u n i u k PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, set)ang untuk
naskah tan pa materai aehagai arsip.

Demikian Benta Acara dibUMt U n l u k rfapal dapergunakan sebagaimana
mestinya dan ditandatangani bcr^amH

PIHAK KESATU
kepala Perangkat Daerah

EJEHAK KEDUA
Penertnia Bantuan Social

NiP ..

PtrancJLng PcraiUftui
PtrUuU

Kabag Ekjkiiin Asisten I ScJu'ccaris Deereft

i - - -— K1
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2 . BE RJTA ACA RA SERAH TERIMA BE RU PA BA RA N G /JASA

BERITA ACARA SERAH TEFTMA BANTU AM SOSI A],
BERUPA G A RANG /JASA TAHUN ANGGARAN

Rada hari ini tanggal bulan tahun yang
btrtanda. lan^an dibawah mi
1 L KeptUa , ^tanjutnya disebut PIHAK

KESATU .
2. „ „ : Pimpinan/ Kepaia selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.
Telah mengadakan ke&epakatan sebafifu" berikul :

Pasal 1

PIHAK KESATU memberikan Bani.uan Sosial kepada PIHAK KEDUA bcrupa
Barang/Jasa senilai Rp „ ( rupiah) berdasarkan Naskah
Peiianjtan Hi bah Dacrah Nomor ; tanggal Tahun , dengan rindan
sebagai berikut:

No Jenis Barang / Jasa Volume dumlah ( Rp| Kererangan

Pasal 2

PIHAK KEDUA menenma sebagalmana dimakaud Pawl I secara langsung dari
PTHAK KESATU .

Pasa! 3

Setelaft menerima bantuan dari PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA
IjniHiiggung jawab sepenulinya atas pclakfiftiiaan / penggunaan dan bantuan
berupa barang / jasa dimaksud dan mcnyampaikan laporan kepada Bupati
melalui KepaJa SKPU diisertai dokqmen Surat Pemyataan
Tanggimg dawab Mutlak yang dirandatangani pimpinan Lembaga/n&jame&sL

Berita Acara Serah Terima Bantnan Sosial Beni pa Barang/Jasa ini; dibuat dalam
rangkap 3 (tigaj yang sama buttyinya, untuk lembar panama dan kedua
bermaterai cpkpp untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Md&ng unruk
naskah tanpa mutcrfb Scbflgat arsip.

Demikian Berita Acara dibtiat u n t u k dapat dipergunakan scbrtgaiiriana mestinya
dan ditandatangani ber&amu.

PIHAK KESATU „ PIHAK KEDUA,
Kepaia PerangkaL Daerah Penerirna

>

NIP .r r -
I B I I I I I ?! S I - -

Ptraji cangfPeraTij I-- I 11
3*r UU

Ksybag HuktTSL
? /

AsiaLcn t SckrcLans Dutifrith

i . — <$- --
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Q. FORMAT KUITANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL

KINTrtMSI

Trlah terUiii darl ; PEMEEUNTAtl KABUPATEN l_AMANUAU

Uanj> SL-banyak : .......... .. ... ....
(.itilrt M ti> niViir . ......m............. . .. . r m

IJJJIAIbai 8JlULJII.SJ.BAIJ.HJii IIL LJI JBJ.IAI IJ L 3 LJ AJIill IJI.

TerbiLang : Kp<

Nnng.'i Kulik,
r - -rr

Di.̂ etvfui Yang Atembayarkift r >fkETL;j 3ui[ Y4ii£ Qiajicf ima
Ke.pah 5K |J [J ftendaharaSftPtt Pimpman penerJma bantuar] soslaJ
Kab- 1-amanHau Kab. [ .amrindau banLuan susiui

• '.M *1U i • J ir XBJiB.li

l^rancgTt Fcraturan
Ptr uu

Kalsag llu y Asisten 1

&
Sekrttflris Decreb
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R. FORMAT LAPORAN PEN GGU NAAN DANA BELAHJA HIBAH
DARJ PEMER1NTAH KABUPATEft LAMANDAU

KOP LEMBAGA PENERIMA HI BAH

LAPORAN PENGOUNAAN BE LANJ A H1BAH
DARI PEMER1NTAH K ADUPATEN LAMANDAU TAHUH ANCK5ARAN

UNTUK
< &cbutkan Nama/J udu ] Kegiataji yang dibiayai tiari

betanja hijbah > (Ala mat LcrTibHga /0]"gHruaasi PeEaksana)
[BULAN dan TAHUN Lapottm)

DAFTAR 131

Halamati

- Kata Pengaritar

- Surat Pcmyataan Tanggung Jawab

- Data J’lokok. l’tnenma Bantuan
[ , Lapgj-ati Kegtatj&n

1. Latar Belakang
2. Maksud d&n Tuiuan
3. Ruang Lingkup Kegiatan

4. Realisasi PeEakganaan Kegiatan

5. Dal'tar Personalia Peiaksana

6. Penn tup

II. Utporan Keuangftn

1. Keali &asi Feneiimaan Bclamja HLbah

2. Realisasi Fenggunuan

III. Lampimn

1. Salinan / lbtokopi KTP
2. Salinan Kekening Koran /Tabungan

3. Dokumentasi Kegjatan

4. Salinan Naskah peijanjian H£bah
5. Salinan Akta Pendirian [.embsga /Ormas

6. Salt Him ]z in Operational
7.. Salinan Surat Kererangan Domisilt Lembaga/Ormas

FTrrfn-i >ii
Per UU 1

Ptftntunflji

L
Kabeg Hutgtfb

//
Asisben 1 Rrkrf!tari-s DarraJi

1 l
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KATA PENC.ANTAE?

cdiuraikan kata penganlar maksima] I (satuj halaman >

DATA POKOK PENERJMA HIBAH

Jems Bantuan (diiai Hibah} ftaskab Ferjanjian Hi bah :i|No, tg], bln , thn]
Jlidu] Kegiatan ;
Lokasi Kegiatan ( Desar Kelut^han. Ketaniaran , kabupaien. Propitisi]

Karakterislik Keftiatan :
Prmbangunan Pisik, Feme]iharaan / Renova & L . Ptengembangan Bangunan Pisik,

Pembelian Barang, Pengsclaim Sarana dan Prasarana, Kegiatan Non - Pisa k,

Perunttikan Lafnnja; (sebutkap) , ^diketik dan pilib salah satu rfari
ients karakteristik>

Nama Organisast
Alamat
Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten
Telcpon

PengUTLLS

Kdua
Nama
Alamat
JNQ. HP/Telp
Sekzêtaris
Kama
Alamat
Wo, HP/Tclp

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

m - - - - - - - - - - d - d

d

^ ^

d iA

Pfcruc]

PerU
FVcaLuniEl Kabas SHii Asiaten 3

<6-“
Sekrciarie rjacrHt-.
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I . LABOR AN KEG1ATAH

1. Bclakang
^diuraian latar belakang kcgiAtari scauAi dengan proposal yang fUajukan
scbclumnya>

1. Maksud dan Tujuan.
<diureikan maksud dan tujuan sesLiai dengan pmpoaaJ yang diajukan
seEjrlumnya*

3. Ruang Lingkup KegLatan .

<dturaikan ruang iingkup keg&t&n se&utd denga-Ti proposal yang
diejuktin strbelumnya>

4, Realisasi PeEaksanaan Kegafttan
^diuraikan realises ptlsksanttan kegiatan meliputi , namun riclak
terbatas, periha! *vakiu p*daknanaa.nh tern pat / lokasi kegiaianr jumlah (3ftP
asal pe &erta , basal-hasil yang dicapru , dan lainnya yang ritflev&n
dapat menggamherkan k^gmtan pokok dengan seinestinya>

5, Daftar PlprsonaJia Pelaksana
< uraikan dan sajikan personalia p^Jak &ana meliputi sural kcputu &an,

jabatan daiani organLsasi / kegiaratl. dan lainnya yang r<*!eVan>

6. Ftnutup
< uraikari kata penutup paling banyak 10 fsepululsj bari&>

P INNER IMA BE LANJ A H 3 BAH

frmmti lengkap/capf

Pttrancaup Pfir<i umn
Per UU

Knkig i iii77 Aststen i ,4rkr«tfirls [ >:i(rraJi"Is ri
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IL LftPORAN KEUANGAN

1, ReaJisasi Fenemnaan Bantu tin

Rcalisasi penerimaan HLbflh Tahun 20.., Ad a ]Ah nebrSAr Pp
Dana bantuan rer’sebul dhtnma md&Jui RekfininE. ;T Nomor- p&da Rank ^scbutkan nama. nomor
rekemng dan banknya> padA tanggal <scburkan btnggal,
luJan. tahun>.

2 , Reaiisass Pfenerimaan dan PenggUfiaan Dana Reali&fiSi pCIttrimfi&n dana
hibah taihunfiO. . sebesar Rp dan pcngEunaan dananvft scbesar
Rp ichinagfi terdapat Saldo Dana sabesar Kp.

i T i i m t+'t i -r i r r f i H I

Kincian penenmaan dai] penggunaan ctana Tahun 20 . , dapat diiihat
pada iable adwgaj berfleut :

No Uraian PonggLinaan
A nggaran

Seauai
ProposaJ

Realisasi %
ReAiiaasi

1

I 2 3 4 S

t ) . . . < w:3uai rincian jcnis biava*

JJ -csesuai nncian jents biavfl>

3] ^scsuai rincian jenia biaya >

J Limiah

Ponerima belanja Hi bah ,

(name lcngkap/cap)

PfcTHO
PtrUU

Fcnaiuran ECHIKJK Hukyjn Astarttu l ftekrttaris DMiaJ

y/ L Qi /t*
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ill, Lamplran
] . SaEinan/ fotoknpi KTF

2 . Saiinan Kekening Koran /Taljungan
3.. Dokumenta &i K^giatari
4 . 3aLinan Naskah F^rjatijian Hibah
5.. 5aLinan Akta Pendirian Lttmbaga/Gnnas
6, Salinan [zin Gpcrasional
7 , Sailnan Sural Keterangan Domisilii Lembaga/Onnas

LA GIAN MUKkf .- 1

t f 'TI,.' «,Vr“ \rJ- rr ' i .Af^vn J-
_I 4"b r_iA T AM PARAf7

VJl;P

r% Ln 1 y
», jiiaia* 1

. . srsF-jf 'JU lt —

BUPATI ( AMANDA$

HENDRAUCSMANA




